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 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin   Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  tidak dilambangkan  
ب ba b be 
ت ta t tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ kha k ka dan ha 
د dal d de 
xviii 
 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
ش sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
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ك kaf k ka 
ل lam l el 
و mim m em 
ٌ nun n en 
و wau w we 
ھ ha h ha 
ء hamzah „ apostrof 
ى ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 




Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا 
fathah a a 
َ ا 
kasrah i i 
َ ا 
ḍammah u u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 َو 
fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh : 
  َْفي ك : kaifa 
  َلْو ھ : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 






Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ا ...|ََ... َى  Fathah dan alif atau yā’ 
ā a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yā’ ī 
i dan garis di atas 
 َو Dammah dan wau ū 
u dan garis di atas 
 Contoh: 
 َتا  ي  : māta 
َي  ي  ر   : ramā 
ََْمْي ل   : qīla 
َ َتْو  ً  ي   : yamūtu    
4. Tā’marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
menadapat harakat fatḥah, kasrah  dan  ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h].  
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
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 Contoh:  
ََ فْط ْلأا  َة  ض  و  راَ َل                :   rauḍah al-aṭ fāl 
ََ ة ه  ضَا فْنا  َة ُْيَ  د  ً ْن ا         :  al-madīnah al-fādilah 
َ ة  ً ْك  حْن ا                                :  al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd (  َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah. 
 Contoh:  
ا َُّب  ر        ََ :    rabbanā 
ا ُْي َّج َ        ََ: ََ najjainā 
ََََََََََََََََ:َ َاْن َح َك al-ḥaqq 
َ َ ع َى                 :   nu"ima 
 َعَ د َو            :’aduwwun 
 Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(  َى----), maka ia ditransliterasi seperti huruf  maddah menjadi ī. 
 Contoh: 
  َع َه َي   : „Alīَ (bukan „Aliyy atau „Aly) 
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  َر عب َي   : „Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 
mendatar (-). 
Contoh: 
َ اََّشنًَْ َص   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
َ اََّسنَْن َسَ نَ ة   : al-zalzalah (az-zalzalah) 
َ َاْنَ فَْه َسَ فَ ة   : al-falsafah 
َ َاْنَ بَ  لَ د   : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh:  
َ ت َا َي َرَْو ٌَ   : ta’murūna 
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َ اَ ُنَْوَ ع   : al-nau’ 
 َشَْي َء   : syai’un 
َ ٲ َيَْر َت   : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia      
Kata, istila atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata 
Al-Qur‟an (dari Al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah ( ه لالَّ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
 Contoh: 
ََ اللَ  ٍ ْي  د Dīnullāh  َ ب َاللا  billāh 
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 Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafẓ al-jalālah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
َ ھَْىََ فَْيَ َرَْح ًَ َةََ الل     hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital     
Walaupun sitem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku  (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh:  
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi’a linnā lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 





B. Daftar Singkatan  
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.   = Subḥānahū wa ta‘ālā 
saw.   = Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
H   = Hijriah 
M   = Masehi 
QS..../....: 4  = QS al- Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
 Walīd Muḥammad (bukan Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 
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Pokok masalah peneitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Gadai 
Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Tonasa 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.? Pokok masalah tersebut selanjutnya 
diuraikan ke dalam beberapa submasalah yaitu: 1) Sejauhmana Pelaksanaan Gadai 
Tanah Pertanian di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.? 2) Apakah Faktor-
Faktor Penghambat Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tonasa 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
56 Prp Tahun 1960.? 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), 
jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah: Yuridis dan Sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini 
adalah Kepala Desa, Kepala Dusun dan masyarakat. Selanjutnya metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dokumentasi 
serta riset kepustakaan. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data yang 
dilakukan adalah dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu: 1) pengolahan data berupa 
editing dan verifikasi. 2) analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan dalam 
transaksi gadai tanah pertanian di Desa Tonasa, yaitu: 1) Transaksi gadai tanah 
pertaniantidak sejalan dengan gadai tanah pertanian yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Hal tersebut dapat dibuktikan dari transaksi 
gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tonasa belum sesuai 
dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penatapan Luas Tanah Pertanian, 
tidak adanya batasan waktu membuat gadai tanah pertanian di Desa Tonasa dapat 
berlangsung 7 tahun atau bahkan melampuinya serta penebusan uang gadai masih 
berdasarkan adat/kebiasaan masyarakat dimana pemilik tanah harus menebus 
kembali tanahnya sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam walaupun dari hasil 
keuntungan yang diperoleh penerima gadai selama beberapa tahun dari tanah 
tersebut jauh lebih besar dari utang pokok pemilik tanah. 2) Dapat diketahui 
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bahwa transaksi gadai tanah pertanian menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Tonasa tidak efektif hal 
tersebut tidak serta merta terjadi dengan sendirinya namun di sebabkan oleh 
beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa 
Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa berdasarkan pasal 7 Undang-
undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tidak efektif yaitu: Belum ada sosialisasi 
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur mengenai masalah 
gadai tanah pertanian di Desa Tonasa dari pihak berwenang, serta rendahnya 
pengetahuan masyarakat Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 
terhadap masalah hukum. 
 Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Sosialisasi dari pihak berwenang 
terkait Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 perlu dilakukan untuk 
memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya dalam masalah 
gadai tanah. Disamping itu diharapkan kepada pemerintah dan semua pihak yang 
berwenang baik dari pihak pemerintah Desa, ataupun instansi pertanahan  agar 
dapat memberikan akses kepada seluruh masyarakat khususnya para pemberi dan 
penerima gadai tanah pertanian untuk dapat memberikan pemahaman terkait 
dengan peraturan yang mengatur masalah gadai tanah pertanian terutama 
ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 untuk dapat 
memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat akan terbantu 
untuk mengetahui ketentuan dari gadai tanah pertanian utamanya dalam batasan 
waktu 7 tahun dan cara penebusan gadai tanah pertanian. Sehingga dengan 
diadakannya sosialisasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 56 Prp 
Tahun 1960, masyarakat akan terbantu untuk mengetahui tentang aturan-aturan 
hukum nasional yang mengatur masalah gadai tanah pertanian yang mereka sering 
lakukan. Disamping itu diharapkan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 
gadai tanah pertanian sesuai dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan hukum 
nasional yang mengatur tentang masalah gadai sebagaimana yang telah diatur 
untuk mengurangi sifat pemerasan yang terkandung didalamnya khususnya di 
dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 sehingga pelaksanaannya 
dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan masing-masing 
pihak tidak ada yang dirugikan. 2) Mengingat Perguruan Tinggi adalah 
merupakan tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, ilmu akhlak dan 
merupakan tempat untuk melatih kepekaan sosial maka disamping itu peran 
Perguruan Tinggi adalah mampu menjadi sarana dalam percepatan penanganan 
masalah yang terjadi didalam masyarakat sebagaimana halnya Tri Dharma 
Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Seperti dalam masalah-
masalah hukum, perguruan tinggi dapat berperan aktif khususnya para akademisi 
hukum atau sarjana hukum dalam menekan atau meminimalisir pelanggaran-
pelanggaran atau penyimangan-penyimpangan. Hal yang perlu dilakukan adalah 
memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui aturan-aturan hukum 
seperti mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terhadap 





A. Latar Belakang 
 Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap manusia dengan 
manusia lainnya senantiasa dikaitkan dengan terciptanya suatu bentuk hubungan 
hukum antara pihak-pihak tersebut. Hubungan hukum tersebut, dapat melahirkan 
kewajiban atau prestasi atau utang pada salah satu pihak atau lebih dalam 
hubungan hukum tersebut. Dengan demikian berarti dalam setiap pergaulan 
kehidupan masyarakat, disukai atau tidak, dikehendaki atau tidak, senantiasa lahir 




 Hubungan hukum yang tercipta dalam kehidupan masyarakat tidak lepas 
dari paradigma sosiologis bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang akan 
selalu membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, tidak 
terlepas hubungan-hubungan dalam berbagai perjanjian maupun perikatan-
perikatan. Dalam kajian hukum perdata diatur pula hubungan hukum antara 
manusia dengan kebendaan berupa hak kebendaan. 
 Pemenuhan kebutuhan  dalam kehidupan manusia, terkadang orang 
mengalami kesulitan untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa 
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meminjam uang kepada pihak lain. Meskipun untuk memperoleh pinjaman itu 
harus disertai dengan jaminan (koleteral).
2
 
 Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong-
menolong. Bentuk tolong menolong ini bisa berupa pemberian, pinjaman ataupun 
utang-piutang. Dalam suatu perjanjian utang piutang, debitur sebagai pihak yang 
berhutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang 
berpiutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap uang yang 
dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah agunan atau jaminan. Agunan atau 
jaminan ini diantaranya bisa berupa gadai atas barang-barang yang dimiliki oleh 
debitur. Debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan barang-barang yang di 
gadaikan tersebut kepada kreditur atau penerima gadai.
3
 
 Konsep gadai juga dikenal dalam Fiqh Islam dengan istilah Rahn atau 
Gadai. Di dalam Al-Qur’an di syariatkan tentang Rahn atau gadai. Seperti yang 
dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 283. 
 َهَِمأ ۡنِئَف 
ٞۖ
ٞتَضُىبۡق َّم ٞه َٰهَِزف اِٗبتاَك ْاوُدَِجت ۡمَلَو َٖزفَس َٰىلَع ُۡمتىُك ِنإَو
 ِّدَُؤيَۡلف اٗضۡعَب مُكُضۡعَبيِذَّلٱ  َهُِمتۡؤٱ  َُهَتى ََٰمأۥ  ِقَّتَيۡلَو َ َّللّٱ  ُهَّبَر ۥ  َلَو ْاىُُمتَۡكت 
  َةَد َٰه َّشلٱ  ُهَّوِئَف اَهُۡمتۡكَي هَمَو ۥ  َق ٞمِثاَء  ۥُهُبۡل  َو ُ َّللّٱ  ٞميِلَع َنُىلَمَۡعت اَمِب٣٨٢  
 
Terjemahnya : 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
                                                             
 2 Nurwahida, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Mappasanrra Tanah Sawah 
(Studi Kasus Di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba)”,.Skripsi 
(Makassar : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin, 2015), h. 1. 
 
3
 Nurwahida, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Mappasanrra Tanah Sawah 




dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, 
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4
 
 Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah swt memerintahkan kepada 
hamba-Nya dan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan 
tetapi tidak mampu mengadakan seseorang yang mampu bertugas untuk mencatat 
perjanjian tersebut maka untuk memperkuat adanya suatu perjanjian, pihak yang 
berhutang harus menyerahkan barang gadai atau jaminan kepada yang 
memberikan utang. Ini dilakukan agar dapat menjaga ketenangan hatinya, 
sehingga tidak mengkhawatirkan atas uang yang diserahkan kepada pihak yang 
berhutang. 
 Gadai merupakan salah satu ketegori dari perjanjian utang piutang untuk 
suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang 
menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan 
tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi 
dikuasai oleh penerima gadai (orang yang berpiutang). Praktek seperti ini telah 
ada sejak zaman Rasulullah saw, dan beliau sendiri pernah melakukannya. 
 Masalah gadai, agama Islam pun telah mengaturnya seperti yang 
diungkapkan oleh ulama fiqhi baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun 
tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa 
dijumpai di dalam kitab Fiqhi. Dalam pelaksanaanya tidak menutup kemungkinan 
penyimpangan dari aturan yang ada. 
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 Tanah, dalam konteks ekonomi, merupakan salah satu jenis dari harta yang 
mempunyai nilai, bahkan tanah merupakan salah satu faktor produksi. Oleh 
karena tanah merupakan bagian dari harta, maka proses kepemilikannya juga 
merupakan sesuatu yang perlu diatur dalam koridor hukum Islam dalam kerangka 
pembagian tanah secara adil diantara umat Islam.
5
 Pada dasarnya tanah yang 
termasuk kekayaan alam adalah merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh 
negara, kekuasaan dari negara atas tanah didasarkan pada kewenangan pemerintah 
sebagai lembaga publik untuk mengatur tatanan sosial masyarakatnya. Hak 
penguasaan negara atas tanah diatur berdasarkan amanat pasal 33 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 
 Adapun makna hak penguasaan negara adalah kewenangan untuk 
menentukan kebijakan yang diperlukan dalam bentuk mengatur, mengurus serta 
mengawasi penggunaan dan pemanfaatan tanah. Makna subtansi dengan adanya 
hak penguasaan negara atas tanah adalah tanggung jawab dan kewajiban negara 
untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya tanah bagi kemakmuran 
rakyat. Implementasi hak tersebut adalah negara berwenang untuk membuat 
berbagai paket regulasi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah.
6
 
 Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis 
khatulistiwa, ini berarti Indonesia memiliki iklim yang tropis dengan struktur 
tanah yang cenderung subur. Kesuburan itulah menjadikan Indonesia sebagai 
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negara agraris di mana penduduk negara Indonesia sebagian besar 
bermatapencaharian sebagai petani, sehingga penduduk Indonesia sangat 
menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.  
 Sebagai negara yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian 
petani, tanah merupakan aset yang sangat menunjang dalam kehidupan 
ekonominya. Tanah juga sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Hal 
ini dapat dilihat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 
 Seperti halnya aset lain, tanah juga dapat diperjualbelikan dan dijadikan 
obyek transaksi seperti, sewa tanah, bagi hasil dengan obyek tanah, jual tahunan, 
serta gadai tanah. Praktik transaksi yang berkaitan dengan tanah sangat sering kita 
jumpai di dalam masyarakat. Sebagian besar pelaku transaksi adalah petani. Salah 
satu transaksi tanah yang sering kita jumpai adalah gadai tanah.
7
 
 Di dalam ketentuan hukum telah diatur mengenai hak milik yang 
merupakan suatu hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai 




 Diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai acuan hukum dalam mengatur masalah 
agraria, maka dalam undang-undang tersebut diatur pula tentang ketentuan-
ketentuan peralihan atas tanah sebagaimana dalam pasal 16 ayat (1) huruf h Jo 
pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960, yang berbunyi : 
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Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan 
di tetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53.
9
 
Selanjutnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 53 
ketentuan mengenai macam-macam hak atas tanah yang sifatnya sementara di 
sebutkan dalam pasal 53 ayat (1) bahwa:  
Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 
ayat (1) huruf  h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan 
hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang 
bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan 
hapusnya di dalam waktu yang singkat.
10
 
 Gadai tanah merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan bahwa 
tanahnya diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan pemufakatan 
bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri 
dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Sedangkan dalam 
penjelasan Undang-Undang  Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas 
tanah pertanian, defenisi gadai adalah hubungan antara seseorang dengan tanah 
kepunyaan orang lain yang mempunyai utang uang kepadanya.
11
 
 Gadai tanah adalah merupakan hak atas tanah yang sifatnya hanya 
sementara, artinya bahwa gadai akan berakhir apabila telah dilakukan penebusan 
oleh pemeilik tanah (pemberi gadai), hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atau 
                                                             
 9 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum 
Tanah (Cet.XIX; Jakarta : Djambatan, 2008), h. 10 
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 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum 
Tanah, h. 21. 
 
11
 David Muhammad Said, “Tinjauan Yuridis Sistem Gadai Sawah / Ta’gal (Studi Kasus 
di Desa Rumpa Kabupaten Polewali Mandar)”, Skripsi (Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum 
UIN Alauddin, 2015), h. 3 
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 Gadai tanah merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah 
kepada pihak lain (yakni pribadi kodrati) yang dilakukan secara terang dan tunai 
sedemikian rupa, sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai 
hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Dengan demikian, maka pemindahan 
hak atas tanah pada gadai bersifat sementara, walaupun terkadang tidak ada 
patokan  tegas mengenai sifat sementara waktu tersebut.
13
 
Hanya tanah hak milik yang dapat digadaikan. Hak gadai bukan hak 
jaminan atau hak tanggungan sebagaimana berlaku pada hipotik/creditverband, 
sebab dalam gadai-menggadai tanah yang digadaikan beralih kekuasaannya, 
beralih pengnikmatinya kepada pemegang gadai selama masa sebelum ditebusi 




 Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria terbentuk, hak gadai atas tanah 
pertanian sudah ada dan digunakan oleh masyarakat berdasarkan hukum yang 
tidak tertulis yaitu hukum adat. Oleh karena tidak mudah untuk menghapus adat 
kebiasaan tersebut dan manjalankan hak gadai atas tanah sesuai Undang-Undang 
Pokok Agraria. Hak gadai atas tanah pertanian semula diatur oleh hukum adat. 
Namun setelah berlakunya UUPA, maka hak gadai tersebut disebut sebagai hak 
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 Aliasman, pelaksanaan Gadai Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di 
Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56 /Prp/1960”, 
Tesis (Semarang: Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2005), h. 12. 
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yang bersifat sementara. Persoalan hak gadai atas tanah pertanian yang bersifat 
sementara karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria 
kerena tidak sesuai dengan asas dalam pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria 
yang mewajibkan seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah 
pertanian harus mengerjakan sendiri. Oleh karena bahwa gadai tanah pertanian 
mengandung suatu unsur pemerasan terhadap masyarakat atau petani (golongan 
ekonomi lemah) dan tidak sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria 
maka akan diusahakan untuk dihapuskan. 
Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah 
pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya 
sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
15
 
 Undang-Undang Pokok Agraria juga menjelaskan perihal tersebut yang 
dapat diketahui lebih jelas dipenjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria 
tentang pasal  53 Jo pasal 16 sebagai berikut: 
Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan undang-undang ini (pasal 7 dan 10), tetapi berhubung dengan 
keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan diberi sifat 
sementara dan akan diatur (ayat 1 huruf h Jo pasal 53).
16
 
 Oleh karena hak gadai belum dapat dihapus dan untuk membatasi sifat-
sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, maka hak 
gadai tersebut diatur lebih lanjut. Pengaturan lebih lanjut tentang hak gadai 




                                                             
 15 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum 
Tanah, h. 8. 
 16 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum 
Tanah, h. 42. 
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 Febry Syarif Hidayatullah, dkk., “Kajian Yuridis Gadai Tanah Pertanian menurut UU 
No.5 Tahun 1960 Tentang  Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)”, Laporan Hasil 
Penelitian (Jember: Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013), h. 3. 
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 Seperti dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 
56 prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian : 
(1) Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada 
waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau 
lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilkinya dalam waktu 
sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan tidak ada hak 
untuk menuntut pembayaran uang tebusan. 
(2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum 
berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya 
kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan 
membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus : 
(    ⁄ )                             
 
                    
Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 
7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut 
tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman 
yang ada selesai di panen. 
(3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang 
diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.
18
 
 Akan tetapi, banyak gadai yang telah berlangsung bertahun-tahun, 
berpuluh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh para ahli waris penggadai 
dan pemegang gadai, karena penggadai tidak mampu untuk menebus tanahnya 
kembali. Besarnya uang gadai tidak saja tergantung pada kesuburan tanahnya, 
tetapi terutama pada kebutuhan penggadai akan kredit. Oleh karena itu tidak 
jarang tanah yang subur digadaikan dengan uang gadai yang rendah. Biasanya 
orang menggadaikan tanahnya hanya bila ia berada dalam keadaan yang sangat 
mendesak. Jika tidak mendesak kebutuhannya maka biasanya orang lebih suka 
menyewakan tanahnya. 
 Dari berbagai macam peraturan mengenai gadai tanah pertanian, tidak lain 
peraturan tersebut dibuat dengan maksud untuk melindungi kedua belah pihak 
dari penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada pemerasan. Namun, pada 
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 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum 
Tanah, h. 489. 
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praktiknya gadai tanah pertanian masih banyak yang tidak sesuai dengan 
ketentuan Hukum Nasional yang berlaku. Praktik gadai tanah yang ada cenderung 
lebih menguntungkan pihak penerima gadai dikarenakan, hasil yang diterima oleh 
pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan setiap tahun umumnya jauh lebih 
besar daripada apa yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai yang 
diterima pemilik tanah. Selain itu, jika pada waktu yang telah ditentukan pemberi 
gadai tidak dapat menebus kembali tanahnya, penerima gadai dapat terus 
menggunakan tanah gadai tersebut. Hal-hal semacam itu dapat dilihat bahwa 
pihak pemilik tanah pemberi gadai dalam posisi yang dirugikan dan pihak 
penerima gadai dalam posisi yang menguntungkan. 
 Praktik gadai tanah yang bersimpangan dengan Hukum Nasional masih 
sering terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, gadai yang dilaksanakan di 
Kecamatan Tilantang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penyimpangan 
tersebut terlihat pada jangka waktu pengembalian gadai tanah. Pengembalian 
tersebut tergantung pada kemampuan si penjual gadai untuk menebus tanahnya 
kembali. Masyarakat Kecamatan Tilantang Kamang menganggap gadai yang 
dilakukannya telah memenuhi unsur keadilan dan sesuai dengan aturan hukum 
adat yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Praktik gadai lain yang 
dirasa belum berdasar ketentuan Hukum Nasional, terlihat di daerah 
Minangkabau, Nagari Campago, Kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat 
melaksanakan gadai tanah pertanian berdasarkan kententuan Hukum Adatnya 
meskipun dewasa ini telah berlaku Hukum Nasional, tetapi Hukum Nasional ini 
disingkirkan oleh Hukum Adatnya sendiri. Begitu juga dengan masyarakat di 
Kabupaten Dongala, Sulauwesi Tengah. Supriadi (2008: 215) menyebutkan 
bahwa masyarakat di Kabupaten Dongala masih melaksanakan gadai tanah 
11 
 
pertanian paja’ dengan ketentuan kebiasaan yang berkembang dalam adatnya. 19 
Hal yang sama pun terjadi di Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, 
Kabupaten Banjarnegara, dimana terdapat praktik gadai tanah pertanian yang 
menyimpang dan tidak sesuai dengan Hukum Nasional yang berlaku. Di mana 
ditemukan adanya indikasi penyimpangan pada salah satu penebusan gadai tanah 
pertanian, misalnya pada perjanjian gadai, penebusan gadai tidak sesuai dengan 
aturan besarnya penebusan gadai yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960.20 
Berhubung dengan hal-hal diatas itu maka kebanyakan gadai itu diadakan 
dengan imbangan yang sangat merugikan penggadai dan sangat menguntungkan 
pihak pelepas uang. Dengan demikian bahwa teranglah bahwa gadai itu 
menunjukkan praktik-praktik pemerasan, hal mana bertentangan dengan asas 
sosialisme Indonesia. oleh kerena itu maka di dalam Undang-undang  Pokok 
Agraria hak gadai di masukkan dalam golongan hak-hak yang sifatnya 
“sementara”, yang harus diusahakan supaya pada waktunya dihapuskan. 
Sementara belum dapat dihapuskan maka hak gadai harus diatur agar dihilangkan 
unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan (pasal 53). Hak gadai itu baru dapat di 




 Hal yang sama pun terjadi di Desa Tonasa, berdasarkan prapenelitian pada 
masyarakat Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yang 
                                                             
 19 Gilang Setyandhini, “Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di 
Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara”, Skripsi, h. 7 
 20 Gilang Setyandhini, “Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di 
Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara”, Skripsi, h. 8 
 21 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum 
Tanah, h. 499. 
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mayoritas bersuku Makassar dan dalam kehidupan sehari-harinya belum mampu 
lepas dari hukum adat termasuk pada pelaksanaan gadai tanah pertanian, mereka 
lebih bannyak menggunakan hukum adat dari pada hukum nasional. Tanah yang 
dijadikan objek gadai pun kebanyakan adalah tanah pertanian karena masyarakat 
Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao mayoritas bekerja sebagai petani. 
 Berdasarkan prapenelitian tersebut penulis dapat mengambarkan sistem 
gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Tonasa yang beradada di Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Sistem gadai tanah pertanian ini biasa di sebut 
masyarakat setempat dengan Pasanra atau Nyanrai.
22
 Masyarakat di Desa Tonasa 
rata-rata berprofesi sebagai petani hal ini sesuai dengan letak geografis 
wilayahnya yang banyak terdapat tanah persawahan dan pengairan yang cukup 
bagus sehingga dapat melakukan panen dua kali dalam setahun untuk tanaman 
padi dan tiga sampai 4 kali dalam setahun untuk tanaman sayuran. Gadai tanah 
sawah ini biasanya di lakukan oleh masyarakat jika ada kebutuhan yang mendesak 
dan memerlukan dana secepatnya, dalam prakteknya biasanya gadai tanah sawah 
ditawarkan oleh pemilik sawah kepada keluarga, kerabat ataupun masyarakat 
yang mempunyai ekonomi lebih baik. 
 Dalam kehidupan sehari-hari mayoritas masyarakat Desa Tonasa 
bertumpu dan mengandalkan hasil-hasil pertanian. Namun untuk menunjang 
kebutuhan-kebutuhan lain yang membutuhkan biaya dalam skala besar, 
masyarakat cenderung meminta bantuan kepada orang lain berupa pinjaman uang, 
namun sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang berutang atau yang meminjam 
uang akan menggadaikan atau menyerahkan tanah sawah yang ia miliki untuk 
digarap oleh orang yang memberikan pinjaman uang kepadanya sebagai jaminan 
                                                             
 22 Herlina (45 tahun) Masyarakat Desa Tonasa, Wawancara, Gowa, 23 Maret 2017. 
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atas utangnya walaupun terkadang tanpa di syaratkan oleh pemberi pinjaman atau 
utang, tujuannya adalah untuk meyakinkan kepada pemberi pinjaman uang untuk 
memberikan pinjaman uang. 
 Data awal yang diperoleh penulis di Desa Tonasa mendapatkan hasil 
bahwa pelaksanaan gadai tanah menurut kebiasaan di Desa Tonasa terkadang 
menyimpang dari Hukum Agraria Nasional. Salah satu bentuk penyimpangan 
yang terjadi yaitu pada penebusan tanah gadai dan pelepasan hak gadai setelah 
tujuh tahun. Dari data awal tersebut, penebusan tanah gadai terkadang tidak 
mengikuti ketentuan yang ada dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 
Prp Tahun 1960. Ketentuan tersebut mengharuskan agar penebusan tanah gadai 
mengikuti rumus yang telah ditentukan. Namun di Desa Tonasa, pemberi gadai 
tetap wajib menebus tanahnya sesuai dengan jumlah uang gadai tanah. Di 
samping itu pelepasan hak gadai setelah tujuh tahun seperti dalam pasal 7 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 jarang diketahui oleh masyarakat 
Desa tersebut, hal ini berdampak pada pelaksanaannya yang juga jarang 
dilakukan. Di Desa Tonasa, gadai tanah masih tetap dilakukan walaupun lebih 
dari tujuh tahun. Pelepasan hak gadai menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 56 Prp Tahun 1960 yaitu bahwa pemegang gadai harus mengembalikan 
tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa adanya uang tebusan. Ketentuan pasal 7 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang bersifat memaksa  
mengakibatkan hak gadai yang dimiliki oleh pemegang gadai hapus ketika lebih 
dari tujuh tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut maka hak penerima gadai atas 
tanah gadai yang telah lebih dari tujuh tahun sudah tidak ada. 
 Dari hasil prapenelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat Desa 
Tonasa yang melakukan transaksi gadai tanah pertanian yang tidak sesuai dengan 
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Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, dari 7 orang subjek prapenelitian 
seluruhnya menyimpang dari ketentuan Undang-Undang tersebut. Terbukti dari 3 
orang subjek prapenelitian melaksanakan gadai lebih dari tujuh tahun sedangkan 4 
subjek prapenelitian yang lain melaksanakan gadai kurang dari tujuh tahun namun 
terjadi penyimpangan dalam cara penebusan yang dilakukannya tanpa mengikuti 
cara yang ditentukan dalam Undang-Uundang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Hal 
yang menjadi pertimbangan masyarakat jika dalam posisi penerima gadai untuk 
tidak terikat dengan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 adalah karena 
dinilai merugikan bagi pihak penerima gadai. Sedangkan masyarakat jika dalam 
posisi pemberi gadai maka Undang-Undang tersebut mereka setujui. 
 Hal inilah yang menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian sebab 
transaksi gadai tanah pertanian adalah merupakan transaksi yang sering di lakukan 
pada masyarakat Desa Tonasa. Gadai tanah pertanian adalah merupakan wadah 
bagi masyarakat untuk memperoleh kemudahan dalam mengatasi permasalahan 
mendesak yang memerlukan biaya segera jika dilaksanakan berdasarkan hukum 
nasional, oleh karena gadai tanah pertanian masih dipengaruhi oleh adat atau 
kebiasaan-kebiasaan masyarakat, hal tersebut adalah berimplikasi pada 
pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan ketentun hukum nasioanal yang 
cenderung merugikan salah satu pihak. 
 Hal inilah kiranya yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian 
mengenai gadai tanah pertanian melalui judul penelitian “Pelaksanaan Gadai 
Tanah Menurut Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Tonasa 




B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian diatas maka adapun yang menjadi pokok masalah 
penelitian skripsi ini yakni “Bagaimanakah pelaksanaan gadai tanah pertanian 
antar masyarakat Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa di 
kaitkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang penetapan 
luas tanah pertanian”. Berikut dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut : 
1. Sejauhmanakah Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tonasa 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 56 Prp Tahun 1960 ? 
2. Apakah Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di 
Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 ? 
C. Hipotesis 
Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap jawaban atas submasalah 
yang membutuhkannya. Tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi 
penelitian yang berupaya melakukan verifikasi terhadap kesahihan dan kesalahan 
suatu teori.  Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : 
1. Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo 
Pao Kabupaten Gowa Tidak Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang 
Nomor 56 Prp Tahun 1960. 
2. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di 
Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Berdasarkan  




a. Para pihak dalam transaksi gadai tidak tahu terhadap peraturan 
peundang-undangan yang mengatur masalah gadai tanah pertanian. 
b. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap masalah hukum. 
c. Belum ada sosialisasi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. 
d. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang 
Nasional. 
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
 Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 
skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi 
ini, yaitu “Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Undang-undang Nomor 56 Prp 
Tahun 1960 di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.” Yaitu 
sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan merupakan proses dan cara melaksanakan.23 
2. Gadai tanah adalah barang atau benda yang diserahkan sebagai 
tanggungan atas sejumlah pinjaman uang dan/atau pinjam meminjam 
uang dengan jaminan barang.
24
 Dalam gadai tanah yang menjadi objek 
gadai adalah tanah atau tanah pertanian. 
3. Tanah adalah permukaan bumi, keadaan bumi di suatu tempat, bahan-
bahan dari bumi, dasar, sawah, lahan.
25
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 Lembaga Bahasa Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I; Difa Publisher 
2016), h. 473. 
 
24
 Lembaga Bahasa Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 266 
 25 Lembaga Bahasa Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 736 
 
26
 Lembaga Bahasa Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 740 
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5. Undang-undang adalah ketentuan peraturan yang di susun oleh 
pemerintah yang di sahkan oleh DPR dan unsur-unsur terkait; aturan-
aturan yang di buat oleh penguasa untuk di patuhi oleh masyarakat; 




 Ruang lingkub pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah terlebih 
dahulu melihat proses pelaksanaan gadai tanah antar masyarakat di Desa Tonasa 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa kemudian di kaitkan dengan 
pelaksanaan gadai tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
 Kecamatan Tombolo Pao adalah sebuah kecamatan yang terletak di 
kabupaten Gowa, provinsi Sulawesi Selatan, Negara Indonesia. kecamatan 
Tombolo Pao dibentuk pada Tahun 1998 dari hasil pemekaran Kecamatan 
Tinggimoncong. Wilayah Kecamatan Tombolo Pao, berbatasan dengan 
Kecamatan Sinjai Barat di Kabupaten Sinjai (sebelah Utara), kecamatan 
Bontocani di Kabupaten Bone dan Kecamatan Tanralili di Kabupaten Maros 
(sebelah Barat) dan Kecamatan Tinggimoncong (sebelah Selatan). Kecamatan 
Tombolo Pao mepunyai 9 desa yaitu : Desa Tonasa, Kanreapia, Tamaona, 
Tabbinjai, Pao, Mamampang, Erelembang, Bolaromang, dan Balassuka.
28
 
E. Kajian Pustaka 
 Untuk menunjang penelitian skripsi ini maka penulis berusaha mencari 
sumber-sumber bacaan yang relevan dengan topik yang diangkat untuk 
melengkapi penulisan skripsi ini berupa buku-buku, kitab-kitab, maupun karya 
                                                             
 27 Lembaga Bahasa Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 787 
 
28
 “Tombolo Pao, Gowa”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas. 
https://id.wikipedia.org/wiki/Tombolo_Pao,_Gowa (5 November 2016). 
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ilmiah atau skripsi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, diantaranya 
adalah sebagai berikut : 
1. Hukum Agraria Kajian Komprehensif buku yang ditulis oleh Urip 
Santoso, di dalam buku ini berisi pembahasan tentang hak gadai sebagai 
hak atas tanah yang diberikan sifat sementara yang akan diusahakan untuk 
dihapuskan karena mengandung unsur-unsur pemerasan. Akan tetapi 
didalam buku ini tidak dibahas mengenai sanksi-sanksi terhadap 
penyimpangan-penyimpangan dalam hak gadai tanah pertanian. 
2. Hukum Agraria Indonesia buku yang ditulis oleh Boedi Harsono, didalam 
buku tersebut hanya memaparkan mengenai himpunan-himpunan 
peraturan-peraturan mengenai hukum tanah termasuk pula dibahas 
mengenai pengaturan masalah gadai tanah pada masyarakat pedesaan yang 
meliputi pengaturan dan sanksinya. Pembahasan buku hanya memusatkan 
pada peraturan-peraturan gadai tanah pertanian. 
3. Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek buku karangan Kartini Muljadi dan 
Gunawan Widjaja ini pembahasannya dipusatkan pada gadai sebagai 
bentuk jaminan kebendaan yang diberikan untuk benda bergerak, namun 
buku ini tidak membahas hak gadai atas tanah pertanian sebagai objek 
gadai. 
4. Hukum Jaminan Utang, Buku yang ditulis oleh Munir Fuady. Buku ini 
membahas tentang gadai adalah sebagai bentuk penjaminan utang yang 
dilakukan terhadap barang bergerak, buku ini juga membahas mengenai 
tanah sebagai objek jaminan utang disamping barang bergerak yang 
dilakukan oleh masyarakat pedesaan berdasarkan hukum adat. Namun 
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didalam buku ini tidak dibahas tentang batasan waktu penebusan gadai 
tanah. 
5. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Mappasanrra Tanah Sawah 
(Studi Kasus Di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumba Kabupaten 
Bulukumba) skripsi karangan Nurwahida mahasiswa Fakultas Syariah dan 
Hukum Tahun 2015 ini membahas mengenai praktek gadai tanah sawah di 
tinjau berdasarkan pesrpektif hukum Islam.  
6. Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau 
Di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya 
Pasal 7 UU No.56/Prp/1960. Tesis yang ditulis oleh Aliasman. mahasiswa 
program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2005 
membahas mengenai pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat hukum 
adat Minangkabau di Nagari Campago dikaitkan dengan pasal 7 UU 
No.56/Prp/1960. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan gadai 
tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Nagari Campago 
Kabupaten Padang Pariaman setelah berlakunya Pasal 7 UU No. 
56/Prp/1960 adalah gadai di Minangkabau (Nagari Campago) ini akan 
tetap berlangsung menurut Hukum Adatnya dan statusnya tetap ada, 
walaupun dewasa ini telah berlaku Hukum Nasional (Pasal 7 UU. No. 
56/Prp/1960) akan tetapi Hukum Nasional ini disingkirkan oleh Hukum 
Adatnya sendiri.  
7. Kajian Yuridis Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1960 Tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). 
Jurnal yang ditulis oleh Febry Syarif Hidayatullah jurnal ini menjelaskan 
tentang pengaturan hukum mengenai hak gadai tanah pertanian bersumber 
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pada hukum agraria nasional yang berlaku yaitu sejak pengundangan UU 
No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 56 Prp Tahun 1960. Serta penyelesaian 
sengketa hak gadai tanah pertanian berpedoman pada ketentuan dalam 
pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960. 
 Selain dari buku-buku dan karya ilmiah diatas penulis juga 
mempersiapkan buku-buku lain yang membahas masalah gadai sehingga penulis 
dapat dan mampu memaparkan penelitian skripsi ini. 
 Mengingat judul penelitian ini belum pernah ada yang membahasnya 
dalam karya ilmiah serta penulis memandang bahwa pentingnya mengkaji praktek 
gadai tanah pertanian di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 
yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang di 
dasarkan pada pertimbangan bahwa gadai tanah merupakan transaksi yang sering 
dilakukan oleh masyarakat. Maka disini penulis sangat berkesan hati untuk 
mengadakan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Undang-
Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao 
Kabupaten Gowa. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Penelitian 
 Secara umum penelitian skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna 
untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Dengan demikian penulis 
mempunyai satu kewajiaban secara formal terkait dengan aturan-aturan perguruan 
tinggi tersebut untuk melakukan suatu penelitian terkait dengan judul yang akan 
diteliti. Namum secara khusus penelitian skripsi ini bertujuan untuk : 
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a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa 
Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabaupaten Gowa berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. 
b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan gadai 
tanah pertanian di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 
Gowa berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. 
2. Kegunaan Penelitian 
 Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 
a. Diharapkan dapat menjadi pencerah bagi masyarakat yang ada di Desa 
Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yang ingin 
melaksanakan gadai tanah pertanian. 
b. Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khusunya 





A. Tinjauan Umum Tentang Gadai 
1. Pengertian Gadai 
a. Pengertian Gadai Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 56 
Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan  Luas Tanah Pertanian 
 Dalam peraturan ini diatur pula soal gadai tanah pertanian. Yang 
dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan 
orang lain, yang mempunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut belum 
dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan 
uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak 
pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut. 




b. Pengertian Gadai Menururt Pasal 1150 KUHPerdata 
 Pengertian dari gadai sendiri diatur dalam pasal 1150 KUHPerdata, yang 
merumuskan sebagai berikut: gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas 
suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh seorang 
lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kredotor itu untuk 
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada kreditor-
kreditor lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan 
                                                             
 
1
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum 
Tanah (Cet. XIX; Jakarta : Djambatan, 2008), h. 498. 
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biaya yang telah dikeluarkan unrtuk menyelamatkannya setelah barang itu di 
gadaikan, biaya-biaya mana harus di dahulukan.
2
 
c. Pengertian Gadai dalam Islam3 
 Transaksi hukum gadai dalam fqhi Islam disebut al-rahn. Kata al-rahn 
berasala dari bahasa Arab “rahana-yarhanu-rahnan” yang berarti menetapkan 
sesuatu. Secara bahasa menurut Abu Zakariyyah Yahya bin Sharaf al-Nawawi 
pengertian al-rahn adalah al-subut wa al-dawam yang berarti “tetap dan kekal. 
Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup 
dalam kata al-habsu wa al-Luzum “menahan dan menetapkan sesuatu”. Dengan 
demikian, pengertian ar-rahn secara bahasa seperti yang terungkap diatas adalah 
tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang.  
 Secara istilah menurut Ibn Qudamah pengertian al-rahn adalah al-mal al-
ladhi yuj‟alu wathiqatan bidaynin yustaufa min thamanihi in ta‟adhara istifa‟uhu 
mimman huwa „alayh “suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang, untuk 
dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. 
Sedangkan Taqiyyuddin menyatakan bahwa al-rahn adalah ja‟ala al-mal 
wathiqatan bidaynin “menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang”. Menurut 
Zakariyyah al-Anshary al-rahn adalah ja‟lu „ayni mahin wathiqatan bidaynin 
yustaufa minha „inda ta‟adhuri wafa‟ihi “menjadikan suatu barang yang 
mempunyai nilai harta benda sebagai jaminan utang yang dipenuhi dari harganya 
ketika utang tersebut tidak bisa di bayar.” Ia menyatakan bahwa tujuan rahn 
adalah menyerahkan barang jaminan yang dimiliki dan berpindah 
                                                             
 
2
 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek (Cet. II; 
Jakarta : Kencana, 2007), h. 74. 
 3 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum 
Nasional di Indonesia (Cet. I; Jakarta : Kementerian Agama RI 2012), h. 27-28 
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kepemilkikannya itu ketika rahin tidak mampu membayar dalam jangka waktu 
yang telah ditentukan. Karena itu, jenis barang yang dijaminkan adalah berupa 
harta benda yang dapat diperjualbelikan. 
 Ulama Shafi’iyyah berpendapat bahwa al-rahn adalah Ja‟lu ainin yajuzu 
bay‟uha washiqatan  bidaynin yustaufa minha „inda ta‟adhuri wafaihi 
“menjadika suatu barang yang bisa dijual sebagai jamina utang dipenuhi dari 
harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.” Sayyid Sabiq 
menambahkan bahwa rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai 
nilai harta dalam pandangan syara‟ sebagai jamina utang, yang memungkinkan 
untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. 
 Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa gadai dalam term rahn adalah 
habsu shay‟ bihaqqin yumkin istifa‟uhu minhu “menahan sesuatu yang disertai 
hak untuk memanfaatkannya.” Dengan pengertian tersebut, rahn menjadikan 
suatu barang sebagai pengikat utang yang dimungkinkan baginya untuk 
mengambil utang dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Bagi 
Wahbah, jenis barang yang dijaminkan harus berupa barang berharga yang 
memiliki nilai manfaat. Ukuran berharganya suatu barang, diukur dari 
kemungkinan diperolehnya nilai manfaat dari barang tersebut. 
d. Pengertian Gadai Menurut Para Ahli 
 Adapun pengertian gadai menurut para ahli/Sarjana Hukum adalah sebagai 
berikut : 
1) Sudarsono  mengemukakan bahwa gadai adalah : 4 
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 Sudarsono,  Kamus Hukum (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 135. 
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- Pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan 
menyerahkan barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba 
ternyata tidak ditebus maka barang tanggungan tersebut menjadi hak 
yang memberi pinjaman; 
- Barang yang diserahkan kepada pemberi pinjaman uang sebagai 
tanggungan hutang. 
2) H. Sulaiman Rasjid mengemukakan bahwa gadai atau jaminan adalah suatu 




3) Boedi Harsono menyatakan bahwa hak gadai adalah hak dari pemegang gadai 
untuk menggunakan tanah kepunyaan orang lain (penjual gadai) yang 
mempunyai hutang padanya,selama utang tersebut belum dibayar lunas 




4) Urip Santoso memberikan pengertian bahwa hak gadai adalah penyerahan 
sebidang tanah milik  seseorang kepada orang lain untuk sementara waktu 
yang sekaligus diikuti dengan melakukan pembayaran sejumlah uang  oleh 
pihak lain secara tunai sebagai uang gadai dengan ketentuan bahwa pemilik 
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 Sahnan, Hukum Agraria Indonesia (Malang: Setara Press, 2016), h. 96. 
 7 Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, h. 96 
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5) Sahnan dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia memberikan pengertian 
hak gadai adalah hak yang dimiliki oleh pembeli gadai untuk menguasai dan 
memanfaatkan tanah milik dari penjual gadai untuk jangka waktu yang 
sifatnya sementara sampai penjual gadai mampu untuk mengembalikan uang 
gadai (menebus) kepada pembeli gadai.
8
 
2. Fungsi dan Tujuan Gadai 
 Dalam prakteknya adapun gadai memiliki fungsi dan tujuan Gadai adalah 
sebagai berikut : 
a. Fungsi Gadai 
 Suatu pinjaman uang sudah dijamin pelunasannya oleh pasal 1131 
KUHPerdata, : 
Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak 
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian 
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. 
9
 
  Sebab pasal ini mengatur bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi 
tanggungan atau jaminan untuk segala utang-utangnya. Dan bila tidak ada 
pengecualaian maka semua kreditur mempunyai hak yang sama atas harta 
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 Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, h. 96 
 
9
 Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata (Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAP (Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Cet. I; Wacana Intelektual, 2014), h. 258. 




b. Tujuan Gadai 
 Tujuan gadai adalah menyerahkan barang jaminan yang dimiliki dan 
berpindah kepemilikannya itu ketika si berutang atau pemberi gadai tidak mampu 
membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kerena itu, jenis barang 
yang dijaminkan adalah berupa harta benda yang dapat di  perjual belikan.
11
 Jadi 
pada dasarnya gadai bertujuan untuk melindungi penerima gadai untuk 
mendapatkankan kembali pelunasan utang pada waktu yang telah ditentukan  
dengan adanya barang yang dijaminkan oleh pemberi gadai. 
3. Syarat-Syarat Gadai 
 Untuk terjadinya hak gadai harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu :
12
 
a. Harus ada perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara 
pemberi gadai  (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan pemegang gadai 
(kreditor). Mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai mana 
tidak ditentukan, apakah dibuat secara tertulis ataukah cukup dengan 
lisan saja, hal itu akan diserahkan kepada para pihak. Apabila 
dilakukan secara tertulis, dapat dituangkan dalam akta notaris maupun 
cukup dengan akta di bawah tangan saja. Namun yang terpenting, 
bahwa perjanjian gadai itu dapat dibuktikan adanya. Ketentuan dalam 
pasal 1151 KUHPerdata menyatakan, bahwa persetujuan gadai 
dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan pembuktian 
persetujuan pokoknya. Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam 
pasal 1151 KUHPerdata tersebut, maka perjanjian gadai tidak 
                                                             
 11 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum 
Nasional di Indonesia, h. 28. 
 
12
 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan (Cet. II; Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 270. 
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dipersyaratkan dalam bentuk tertentu, dapat saja dibuat dengan 
mengikuti bentuk perjanjian pokoknya, yang umumnya perjanjian 
pinjam meminjam uang, perjanjian kredit bank, pengakuan utang 
dengan gadai gadai barang, jadi bisa tertulis atau secara lisan saja. 
b. Adanya peneyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari tangan 
debitur pemberi gadai kepada tangan kreditor pemegang gadai. 
Dengan kata lain bahwa kebendaan gadainya harus berada di bawah 
penguasaan kreditor pemegang gadainya, sehingga perjanjian gadai 
yang tidak dilnjutkan dengan penyerahan kebendaan gadainya kepada 
kreditor pemegang gadai, yang kemudian berada dalam penguasaan 
kreditor pemegang gadai, maka hak gadainya diancam tidak sah atau 
hal itu bukan suatu gadai, dengan konsekuensi tidak melahirkan hak 
gadai. 
 Adapun mengenai syarat-syarat pemberian gadai adalah : 
a. Syarat Objektif  
 Syarat objektif sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam : 
1) Pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata mengenai keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian. 
 Ketentuan pasal 1332 KUHPerdata menyatakan bahwa “hanya kebendaan 
yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian .” Pada 
dasarnya hanya menegaskan kembali bahwa yang masuk dalam rumusan 
perjanjiana ini, yang dapat menjadi kewajiban dalam perikatan adalah kebendaan 
yang masuk dalam lapangan harta kekayaan. Jadi kebendaan, baik yang berwujud 
maupun tidak berwujud, yang berada di luar lapangan harta kekayaan (yang 
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terutama diatur dalam Buku II KUHPerdata tentang kebendaan) tidaklah dapat 
menjadi pokok perjanjian, karena kebendaan tersebut tidak termasuk dalam 
rumusan kebendaan menurut pasal  pasal 1131 KUHPerdata, sehingga tidak dapat 
dijadikan jaminan bagi pelunasan perikatan orang perorangan tersebut.
13
 
2) Pasal 1335 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata yang mengatur mengenai kewajiban adanya suatu sebab yang 
halal dalam setiap perjanjian yang dibuta oleh para pihak. 
Sebab yang halal diatur dalam pasal 1335 hingga pasal 1337 KUHPerdata. 
KUHPerdata tidak memberikan pengertian atau defenisi dari “sebab” yang di 
maksud dalam pasal 1320 KUHPerdata. Hanya saja dalam pasal 1335 
KUHPerdata, dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah : 
14
 
a) Bukan tanpa sebab; 
b) Bukan sebab yang palsu; 
c) Bukan sebab yang terlarang. 
b. Syarat Subjektif  
 Selanjutnya ditur pula mengenai syarat-syarat subjektif gadai, sebagai 
suatu bentuk perjanjian, maka pemberian gadai harus memenuhi syarat subjektif 
sahnya perjanjian. Sebagaimana dapat dilihat dari rumusan pasal 1320 
KUHPerdata, syarat subjektif sahnya perjanjian dapat dibedakan kedalam dua hal 
pokok, yaitu : 
 
 
                                                             
 
13
 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek, h. 154.  
 14 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek, h. 164 
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1) Adanya Kesepakatan dari Mereka yang Mengikatkan Diri. 
Tentang kesepakatan untuk memberikan gadai. Kesepakatan merupakan 
perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak mengenai hal-hal yang mereka 
kehendaki untuk di laksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat 
pelaksanaan, dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal 
yang telah di sepakati tersebut. 
 Sebelum kesepakatan tercapai diantara pihak, maka pada umumnya dintara 
para pihak akan terlebih dahulu dilakukan pembicaraan atau yang umumnya 
dinamakan dengan negosiasi. Dalam negosiasi tersebut, salah satu atau lebih 
pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk 
pernyataan mengenai hal-hal yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala 
macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk 
disepakati oleh para pihak. Pernyataan yang disampaikan tersebut di kenal dengan 
nama “penawaran”. Jadi penawaran itu berisikan kehendak dari salah satu atau 
lebih pihak dalam perjanjian, yang disampaikan kepada lawan pihaknya, untuk 
memperoleh kesepakatan dari lawan pihaknya tersebut, yang nantinya akan 
berwujud sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Pihak lawan dari 
pihak yang melakukan penawaran selanjutnya harus menentukan apakah ia akan 
menerima penawaran yang disampaikan oleh pihak yang melakukan penawaran 
tersebut. Dalam hal pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran, 
menerima penawaran yang diberikan, maka tercapailah kesepakatan 
tersebut.sedangkan jika pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran tidak 
menyetujui penawaran yang disampaikan tersebut, maka ia dapat mengajukan 
penawaran balik, yang memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat 
dipenuhi, atau yang sesuai dengan kehendaknya, yang dapat dilaksanakan, 
dipenuhi atau diterima  olehnya. Dalam hal yang demikian maka kesepakatan 
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belum tercapai. Keadaan tawar menawar ini akan terus berlanjut hingga pada 
akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus 
dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Saat 
penerimaan yang paling akhir dari serangkaian penawaran atau bahkan tawar-
menawar yang disampaikan dan dimajukan oleh para pihak secara bertimbal balik 
adalah saat tercapainya kesepakatan.
15
 
2) Adanya Kecakapan dari Para Pihak untuk Membuat Perikatan. 
Tentang kecakapan untuk memberikan gadai. Adanya kecakapan untuk 
bertindak dalam hukum merupakan syarat subjektif kedua terbentuknya perjanjian 
yang sah diantara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal 
berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Meskipun 
kedua hal tersebut secara prinsipil berbeda, namun dalam membahas masalah 
kecakapan bertindak yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka masalah 
kewenangan untuk bertindak juga tidak dapat diliupakan. Jika masalah kecakapan 
untuk bertindak berkaitan dengan masalah kemampuan dari orang perorangn yang 
melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (yang pada umumnya dilihat 
dari sisi kedewasaan), masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas orang 
perorangn tersebut yang bertindak atau berbuat dalam hukum. Dapat saja seorang 
yang cakap bertindak dalam hukum tetapi ternyata tidak berwenang untuk 
melakukan suatu perbuatan hukum. Sebaliknya seorang yang dianggap berwenang 
untuk bertindak melakukan suatu perbuatan hukum, ternyata, karena suatu hal 




                                                             
  15 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek, h. 76 
 16 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek, h. 102 
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4. Objek dan Subjek Gadai 
a. Objek Gadai 
 Yang dapat menjadi objek gadai adalah : 
1) Benda yang bergerak bertubuh (misalnya : arloji, perhiasan emas, 
motor, televisi dan lain-lain). 
2) Benda yang bergerak yang tidak bertubuh yang dimaksud ialah 
berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, berupa : 
a) Surat piutang aan toonder (kepada si pembawa), 
b) Surat piutang aan order (atas petunjuk), 
c) Surat piutang op naam (atas nama). 
 Oleh karena yang penting dari “benda” yang menjadi barang gadai ialah 
nilainya sebagai barang jaminan, maka dapatlah dimengerti bahwa benda-benda 
tidak bertubuh ini juga dapat digadaikan. 
 Seorang kreditur tentu menghendaki bahwa nilai dari pada benda yang 
digadai lebih tinggi dari pada jumlah utang debitur. Dalam dunia perdagangan dan 
perbankan di luar negeri, sekarang sudah jauh lebih banyak benda-benda tidak 
bertubuh yang digadaikan (obligasi dan saham-saham). Sedangkan benda-benda 
bergerak yang bertubuh (arloji, cincin, gelang dan sebagainya) digadaikan oleh 
perseorangan di “rumah gadai” (pandhuis).17 
 Selanjutnya, barang bergerak yang menjadi objek gadai adalah barang 
bergerak bertubuh maupun tidak bertubuh. Namun, gadai atas benda benda 
bergerak yang tak bertubuh (kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa) 
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 Istiqamah, Hukum Waris dan Benda, h. 162 
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harus diberitahukan kepada orang yang harus menerima pelaksanaan hak yang 
digadaikan itu (pemilik barang). Dalam kondisi ini, orang itu dapat meminta bukti 
tertulis tentang pemberitahuan tersebut serta tentang izin si pemberi gadai, vide 
pasal 1153 KUHPerdata. 
 Disamping itu, barang yang digadaikan tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun 
utangnya dapat dibagi-bagi diantara para waris si berutang ataupun para warisnya 
siberpiutang. Demikian juga sebaliknya, debitor yang telah membayar sebagian 
utangnya belum dapat menuntut pengembalian bagiannya dalam barang gadai 
selama utangnya belum dibayar lunas secara keseluruhan. Sebaliknya, seorang ahi 
waris si berpiutang yang telah menerima bagian dalam piutangnya tidak 
diperkenankan mengembalikan barang gadainya bagi kerugian para kawan waris 
yang belum di bayar. 
 Selain itu, seperti telah disebutkan, ketika gadai dibuat maka barang objek 
gadai harus diserahkan ke dalam kekuasaan pihak kreditor. Ketentuan ini berlaku 
mutlak. Artinya, jika pengalihan kekuasaan barang objek gadai tidak dilakukan, 
maka perjanjian gadai tersebut menjadi tidak sah dan karenanya akan batal demi 
hukum (null and void). 
 Karena itu, untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk akan 
diperlukan endossemennya beserta penyerahan suratnya. Hak gadai atas benda-
benda bergerak yang tak bertubuh (kecuali surat-surat tunjuk atau surat bawa) 
diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya kepada orang yang 
harus menerima pelaksanaan hak yang digadaikan itu. 
 Sedangkan dalam sistem hukum adat yang masih berlaku dan masih 
banyak dipraktekkan di pedesaan, tanah pun dapat di gadaikan disamping barang 
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bergerak ini disebut dengan gadai tanah. Dalam gadai tanah, tanah objek gadai 
harus dialihkan kekuasaannya kepada kreditor. Dalam konteks ini, pihak kreditor 
dapat memungut hasil atas tanah tersebut. Bahkan dalam sisten gadai tanah 
menurut hukum adat, hasil yang dipungut dari tanah tersebut merupakan prestasi 
atau imbalan jasa bagi kreditor, karena gadai tanah pada umumnya tidak berbunga 




b. Subjek Gadai 
 Subjek hukum dalam gadai adalah pihak yang ikut serta dalam 
membuat/mengadakan suatu perjanjian gadai. Pihak mana terdiri atas 2 (dua) 
pihak yaitu : 
1) Pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai 
(pandgever). 
2) Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai  
(pandnemer). 
 Berhubung kebendaan jaminannya berada dalam tangan atau penguasaan 
kreditor atau pemberi jaminan, maka penerima gadai dinamakan juga pemegang 
gadai. Namun atas kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur, barang-
barang yang digadaikan berada atau diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan 
ketentuan dalam pasal 1152 ayat (1) KUHPerdata, maka pihak ketiga tersebut 
dinamakan pula sebagai pihak ketiga pemegang gadai.
19
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 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama 2013), h. 153. 
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 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, h. 266 
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 Pasal 1156 berbicara tentang siberhutang atau paemberi gadai, yang berarti 
bahwa orang dapat menggadaikan barangnya untuk menjamin hutang orang lain, 
atau dibalik, orang dapat mempunyai hutang dengan jaminan gadai barangnya 
orang lain. Kalau debitur sendiri yang memberikan jaminan, maka ia disebut 
debitur pemberi gadai, sedangkan kalau benda jaminan adalah milik dan diberikan 
oleh pihak ketiga, maka disana ada pihak ketiga pemberi gadai. 
 Perlu dibedakan antara pihak ketiga yang memberikan gadai atas nama 
debitur (pasal 1150) dalam hal demikian pemberi gadainya tetap debitur sendiri 
dan dalam hal pihak ketiga memberika jaminan gadai atas namanya sendiri, dalam 
hal mana ada pihak ketiga pemberi gadai (pasal 1154, 1156 B.W). adanya pihak 
ketiga sebagai pemberi gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian benda 
gadai oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang memberikan jaminan disebut pihak 
ketiga pemberi gadai. Ia termasuk orang yang, untuk orang lain, 
bertanggungjawab (mempunyai hatfung) atas suatu barang (orang lain) tetapi 
tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar benda gadai yang ia berikan, sedang 
untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai 
tidak mempunyai hutang/schuld, karenanya ia bukan debitur, kreditur tak 
mempunyai hak tagih kepadanya, tetapi ia mempunyai tanggung jawab yuridis 
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 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, (Cet. I; Bandung: Citra 
Aditya Bakti 1991), h. 98. 
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5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pemberian Gadai 21 
a. Hak Pemberi Gadai 
1) Berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau 
mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai; 
2) Berhak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang 
gadai apabila barang gadai akan dijual; 
3) Berhak mendapat kelebihan atas penjualan barang gadai setelah 
dikurangi dengan pelunasan utangnya; 
4) Berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila 
utangnya telah dibayar lunas. 
b. Kewajiban Pemberi Gadai 
1) Berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dipertanggungkan 
sampai pada waktu hutang dilunasi, baik yang mengenai jumlah 
pokok maupun bunga; 
2) Bertanggung jawab atas pelunasan utangnya, terutama dalam hal 
penjualan barang yang digadaikan; 
3) Berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya-biaya yang 
telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan 
barang digadaikan; 
4) Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, pemberi gadai harus 
menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang di 
gadaikan tersebut. 
 
                                                             
 21 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, h. 276 
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c. Hak Pemegang Gadai 
1) Menahan benda yang digadaikan (hak retentie) selama 
debitur/pemberi gadai belum melunasi utang pokok maupun bunga 
dan biaya-biaya utang lainnya; 
2) Mengambil pelunasan dari hasil pendapatan penjualan kebendaan 
yang digadaikan, penjualannya mana baik dilakukan atas dasar 
parate eksekusi maupun putusan pengadilan; 
3) Mendapatkan penggantian seluruh biaya perawatan barang yang 
digadaikan guna keselamatan barang gadainya; 
4) Jika piutang yang digadaikan meghasilkan bunga, maka kreditor 
pemegang gadai berhak atas bunga benda gadai tersebut dengan 
memperhitungkannya dengan bunga utang yang seharusnya 
dibayarkan kepadanya atau kalau piutangnya tidak dibebani dengan 
bunga, maka bunga benda gadai yang diterima kredotor pemegang 
gadai dikurangkan dari pokok utang. 
d. Kewajiban Pemegang Gadai 
1) Bertanggung jawab atas hilang atau berkurangya nilai barang yag 
digadaikan yang diakibatkan oleh karena kelalaian pemegang 
gadainya; 
2) Berkewajiban memberitahukan kepada debitur pemberi gadai, 
apabila ia bermaksud hendak menjual barang yang digadaikan 
kepada debitur pemberi gadai dengan melalui sarana pos, 
telekomunikasi, atau sarana komunikasilainnya; 
3) Berkewajiban untuk mengembalikan barang yang digadaikan 
setelah utang pokok beserta dengan bunga dan biaya-biaya lainnya 
telah dilunasi oleh debitur pemberi gadai; 
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4) Pemegang dilarang untuk menikmati barang yang digadaikan dan 
pemberi gadai berhak untuk menuntut pengembalian barang yang 
digadaikan dari tangan pemegang gadai bila pemegang gadai 
menyalahgunakan barang yang digadaikan; 
5) Berkewajiban memberikan peringatan (somasi) kepada debitur 
pemberi gadai telah lalai memenuhi kewajiban membayar 
pelunasan piutangnya; 
6) Berkewajiban menyerahkan daftar perhitungan hasil penjualan 
barang gadai dan sesudahnya kreditor pemegang gadai dapat 
mengambil bagian jumlah yang merupakan bagian dari pelunasan 
piutangnya. 
6. Pengikatan Gadai 
Tidak ada ketentuan mengenai dengan apa suatu perjanjian gadai dibuat. 
Karena itu gadai (sebagai suatu perjanjian) dapat dibuat secara otentik, tertulis dan 
dibawah tangan, bahkan (meskipun sulit dipembuktian) gadai secara lisan pun 
sebenarnya tidak dilarang. Akan tetapi, menurut pasal 1151 KUHPerdata, 
persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi 
pembuktian persetujuan pokoknya. Jadi, model pengikatan gadai mengikuti model 
yang diperbolehkan terhadap perjanjian pokoknya. Jika misalnya ada keharusan 
untuk membuat perjanjian pokok (perjanjian yang menerbitkan utang-piutang), 
dengan akta otentik, maka perjanjian gadai pun harus dibuat dengan akta otentik. 
Karena itu, urut-urutan proses pengikatan gadai secara hukum adalah: 




b. Pembuatan perjanjian gadai (pengikatan gadai). 
c. Penyerahan barang ke dalam kekuasaan pihak kreditor. 
Selanjutnya, seperti yang telah disebutkan bahwa penyerahan kekuasaan 
atas barang objek gadai kepada kreditor (atau kepada orang lain yang disetujui) 
menurut hukum adalah syarat yang merupakan hukum memaksa (dwingend recht, 
mandatory law), sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak. Sebab, 
jika kekuasaan atas barang objek gadai tidak diserahkan kepada pemegang gadai 
(kreditor), maka perjanjian tersebut menjadi fidusia, yang tunduk kepada hukum 
tentang fidusia. Pasal-pasal KUHPerdata yang termasuk dalam konteks ini yaitu 
pasal 1152 dan pasal 1152 bis. 
Adapun cara menyerahkan barang gadai ke dalam kekuasaan pihak 
kreditor adalah: 
a. Terhadap barang bergerak bertubuh dilakukan penyerahan fisik oleh 
debitor kepada kreditor. 
b. Terhadap barang bergerak berupa surat tunjuk atau surat bawa 
dibuatkan endosemen dan juga diserahkan fisik surat-surat tersebut. 
c. Terhadap gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh (kecuali 
surat tunjuk atau surat bawa) dibuat endosemen dan diberitahukan 
perihal penggadaiannya kepada orang yang harus menerima 
pelaksanaan hak yang digadaikan itu. Pemberitahuan serta izin debitor 
(pemberi gadai) dapat dimintakan bukti tertulis. 
d. Gadai atas tanah menurut hukum adat Indonesia dianggap sebagai 
suatu transaksi tanah, sehingga dapat dibuat secara terang dan tunai, 
artinya, dibuat di depan pemangku adat. 
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e. Akan tetapi, gadai atas tanah menurut hukum adat Indonesia sering 
juga dibuat dengan akta bawah tangan (dibuat diatas surat bermaterai) 
ini dapat dibenarkan dalam praktek hukum adat.
22
 
7. Hapusnya Gadai 
 Berkenaan dengan sebab-sebab berakhirnya atau hapusnya jaminan gadai, 
KUHPerdata tidak mengatur secara khusus. Namun demikian, berdasarkan pasal-
pasal KUHPerdata yang mengatur mengenai lembaga hak jaminan gadai dapat 
diketahui hal yang menjadi dasar bagi hapus atau berakhirnya jamina hak gadai 
tersebut, yaitu : 
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a. Hapusnya perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluan yang dijamin 
dengan gadai, yang di karenakan pelunasan utang, perjumpaan utang 
(kompensasi), pembaruan utang (novasi), atau pembebasan utang; 
b. Lepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditor pemegang hak 
gadai, di karenakan terlepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan 
kreditor pemegang gadai, dilepaskannya benda gadai secara sukarela oleh 
pemegangnya, atau hapusnya benda yang digadaikan; 
c. Terjadinya percampuran, dimana pemegang gadai sekaligus juga menjadi 
pemilik barang yang digadaikan; 
d. Terjadinya penyalahgunaan barang gadai oleh kreditor pemegang gadai. 
e. Karena musnahnya barang gadai; 
f. Apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai; 
g. Karena kreditur telah mempergunakan “verbaalsrecht”-nya.24 
                                                             
 22 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, h. 155. 
 23 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, h. 279 
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 Istiqamah, Hukum Waris dan Benda, h.167. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Gadai Tanah 
1. Pengertian Tanah  
a. Tanah  
 Tanah adalah permukaan bumi, keadaan bumi disuatu tempat, bahan-
bahan dari bumi, dasar, sawah, lahan.
25
 Dalam ruang lingkub agraria, tanah 
merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang 
dimaksud adalah bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya 
mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut 
hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, 
yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.” dengan 
demikian, jelaslah bahwa tanah dalam penegrtian yuridis adalah permukaan bumi, 
sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang 
terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.
26
 
 Dengan demikian, yang dimaksud istilah tanah dalam pasal tersebut ialah 
permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat di 
haki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul 
diatas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk didalamnya bangunan 
atau benda-benda yang terdapat diatasnya merupakan suatu persoalan hukum. 
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2016), h. 736 
 
26




Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan 
dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan 
tananaman dan bangunan yang terdapat diatasnya. Menurut Boedi Harsono, dalam 
hukum tanah negara-negara dipergunakan apa yang disebut asas accessie atau 
“asas perlekatan”. Makna asas perlekatan, yakni bahwa bangunan-bangunan dan 
benda-benda/tanaman yang terdapat diatasnya merupakan satu kesatuan dengan 
tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Dengan demikian, 
yang termasuk pengertian hak atas tanah meliputi juga pemilikan banguan dan 
tanaman yang ada diatas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain 
dengan pihak lain (Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 500-571).
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b. Tanah Pertanian 
 Tanah dideskripsikan sebagai bagian permukaan bumi yang dapat dihaki 
oleh seorang atau badan hukum. Pengertian tanah juga dideskripsikan dalam UU 
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 4 
sebagai berikut; Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud 
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 
disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik 
sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. 
Dalam pandangan Imam Sudiyat (1978: 33), tanah tidak hanya meliputi wilayah 
daratan tapi termasuk juga wilayah perairan seperti empang, tebat dan tambak 
ikan.  
 Dari beberapa pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa tanah merupakan 
permuakaan bumi baik beruapa wilayah daratan ataupun perairan yang terdapat 
macam-macam hak atas permuakan tersebut baik oleh perseorangan ataupun 
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 Supriadi, Hukum Agraria, (Cet. II; Jakarta : Sinar Grafika 2008), h. 3 
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badan hukum. Menurut Supriadi (2008: 3), hak-hak yang timbul di atas 
permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-
benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum (Supriadi, 
2008: 3).  
 Lebih spesifik lagi tanah dapat digolongkan dalam jenis tanah pertanian. 
Tanah pertanian itu sendiri merupakan semua tanah perkebunan, tambak untuk 
perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan 
hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak (Effendi Perangin, 
1986: 126). Konsep yang sering dijumpai bahwa tanah pertanian hanya sebatas 
tanah perkebunan saja padahal, tambak, ladang untuk penggembalaan, dan hutan 
juga dapat dikategorikan sebagai tanah pertanian. Berbeda dengan pendapat Boedi 
Harsono (1957: 391), yang menyebutkan bahwa tanah pertanian merupakan tanah 
yang menjadi hak orang, selain tanah perumahan dan perusahaan. Bila di atas 
sebidang tanah tersebut berdiri rumah tempat tinggal seseorang, maka pendapat 
setempat itulah yang menentukan luas bagian yang dianggap halaman rumah dan 
luas tanah yang merupakan tanah pertanian. 
 Berpijak pada pengertian tersebut, tanah pertanian merupakan semua tanah 
perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah 
belukar bekas ladang dan hutan yang terdapat yang dapat dihaki seperti hak gadai 
tanah pertanian, hak usaha bagi hasil tanah pertanian serta hak menumpang dan 
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c. Tanah Negara 
 Tanah  negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau 
badan hukum dengan sesuatu hak atas atanah sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku 
d. Hak atas Tanah29 
 Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak-hak atas tanah 
sebagaimana di tetapkan pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria atau disebut 
UUPA, khususnya hak atas tanah primer (originair) yaitu hak atas tanah yang 
langsung diberikan oleh negara kepada subyek hak. 
e. Pemberian Hak atas Tanah 
Pemberian hak atas tanah adalah pemberian hak atas tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama 
atau sesuatu badan hukum. 
f. Hak atas Tanah Sekunder 
Yang dimaksud dengan  hak atas tanah sekunder adalah hak untuk 
menggunakan tanah milik pihak lain. Misalnya: 
1) Hak guna bangunan 
2) Hak pakai 
3) Hak usaha bagi hasil 
4) Hak menumpang 
                                                             
 29 H. Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, (Cet.I; Jakarta : Prestai Pustaka 
Publisher 2002), 2 
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2. Dasar Yuridis Penguasaan Tanah Pertanian30 
 Secara yuridis antara memiliki dan menuasai tanah itu akan mencerminkan 
status hukum yang hakiki oleh subyek hukum terhadap objek hukumnya yang 
berupa tanah. Dari pasal 16 UUPA penjelasannya dapat dilihat pola-pola hak dan 
kewajiban-kewajiban atas adanya bermacam-macam hak atas tanah itu. 
 Bahkan secara implisit UUPA telah membedakan hak dan penguasaan 
tanah itu menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok hak atas tanah dan 
kelompok hak jaminan hak atas tanah. Dari hak atas tanah itu akan menentukan 
adanya sistem land tenure yang terdiri dari dua ketegori, pertama, hak atas tanah 
yang bersifat primer (tetap) yaitu semua hak yang langsung diperoleh dari negara, 
yeng terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha 
(HGU), Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Kadua, adalah hak sekunder (sementara) 
yaitu semua hak yang berasal dari penegang hak atas tanah lain berdasarkan atas 
adanya perikatan (perjanjian) yang terdiri dari Hak Sewa, Hak Guna Usaha Bagi 
Hasil, Hak Gadai dan Hak Menumpang. Persamaan kedua kategori hak tersebut 
terletak pada hak pemegangnya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya 
untuk dirinya sendiri atau untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui 
perjanjian dimana satu pihak memberikan hak-hak sekundernya pada pihak lain. 
 Berbeda dengan hak atas tanah, hak jaminan hak atas tanah tidak memberi 
kuasa kepada pemegangnya. Umumnya seorang kreditur untuk menggunakan 
tanah tersebut, kecuali dalam sistem gadai tradisional dan perjanjian sewa beli 
yang di salahgunakan. Hak jaminan hak atas tanah itu biasanya diberikan oleh  
pemegang hak  atas tanah  kepada kreditur untuk menjamin pembayaran utang. 
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Oleh karena itu sang kreditur mempunyai kekuasaan untuk menjual tanah yang 
dijaminkan itu melalui pelelangan umum apabila debiturnya lalai (wanprestasi). 
3. Tentang Gadai Tanah 31 
a. Pengertian Gadai Tanah 
 Boedi Harsono mengemukakan Gadai tanah ialah hubungan hukum antara 
seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai 
dari padanya. Selama uang  gadai belum dikembalikan, maka tanah tersebut 
dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak 
pemegang gadai. Pengembalian uang gadai, atau yang lazim disebut penebusan, 
tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan. 
 Menurut Urip Santoso, gadai tanah adalah penyerahan sebidang tanah 
milik seseorang kepada orang lain untuk sementara waktu yang sekaligus diikuti 
dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak lain secara tunai sebagai uang 
sebagai uang gadai dengan ketentuan bahwa pemilik tanah baru memperolah 
tanahnya kembaliapabila melakukan penebusan dengan sejumlah uang yang sama. 
b. Para Pihak dalam Gadai Tanah 
 Dalam gadai tanah terdapat dua (2) pihak, yaitu pihak pemilik tanah 
pertanian disebut pemberi gadai dan pihak yang menyerahkan uang kepada 
pemberi gadai disebut penerima (pemegang) gadai. Pada umumnya, pemberi 
gadai berasal dari golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sebaliknya 
penerima (pemegang) gadai berasal dari golongan masyarakat yang mampu 
(kaya). 
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c. Terjadinya Gadai Tanah 
 Gadai tanah pertanian bagi masyarakat Indonesia khususnya petani 
bukanlah hal yang baru. Semula lembaga ini diatur/tunduk pada Hukum Adat 
tentang tanah dan pada umumnya dibuat tidak tertulis. Kenyataan ini selaras 
dengan sistem dan cara berpikir Hukum Adat yang sifatnya sangat sederhana. 
Gadai tanah dalam Hukum Adat harus dilakukan dihadapan Kepala Desa/Kepala 
Adat selaku kepala masyarakat Hukum Adat mempunyai wewenang untuk 
menentukan dan mengatur perbuatan-perbutan hukum mengenai tanah yang 
terjadi dalam lingkungan wilayah kekuasaannya. Dalam praktiknya, gadai tanah 
pada umumnya dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa/kepala adat. Gadai 
tanah hanya dilakukan oleh pemilik tanah dan pihak yang memberikan uang 
gadai, dan dilakukan tidak tertulis. 
d. Perbedaan Gadai Tanah dengan Gadai dalam Hukum Perdata Barat.  
 Gadai tanah merupakan perjanjian penggarapan tanah bukan perjanjian 
pinjam meminjam uang dengan tanah sebagai jaminan. Objek gadai tanah adalah 
tanah, sedangkan objek perjanjian pinjam meminjam uang dengan tanah sebagai 
jaminan utang adalah uang. Gadai tanah menurut Hukum Adat merupakan 
perjanjian pokok yang berdiri sendiri, yang dapat disamakan dengan jual lepas 
(adol plas) atau jual tahunan (adol tahunan). Jadi, tidak merupakan perjanjian 
tambahan sebagaimana halnya gadai dalam pengertian Hukum Perdata Barat. 
Perbedaan antara gadai tanah dengan gadai menurut Hukum Perdata Barat adalah 
pada gadai tanah terdapat satu perbuatan hukum yang berupa perjanjian 
penggarapan tanah pertanian oleh orang yang memberikan uang gadai, sedangkan 
gadai menurut Hukum Perdata Barat terdapat dua perbuatan hukum yang berupa 
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perjanjian pinjam meminjam uang sebagai perjanjian pokok dan penyerahan 
benda bergerak sebagai jaminan, sebagai perjanjian ikutan. 
e. Jangka Waktu Gadai Tanah 
 Jangka waktu gadai tanah dalam praktiknya dibagi menjadi dua, yaitu : 
1) Gadai Tanah yang Lamanya Tidak ditentukan. 
 Dalam hal Gadai tanah tidak ditentukan lamanya,maka pemilik tanah 
pertanian tidak boleh melakukan penebusan sewaktu-waktu, misalnya sekarang 
digadai, satu atau dua bulan kemudian ditebus. Penebusan baru dapat dilakukan 
apabila pemegang gadai minimal telah melakukan satu kali masa panen. Hal ini 
disebabkan karena gadai tanah merupakan perjanjian penggarapan tanah bukan 
perjanjian pinjam meminjam uang. 
2) Gadai Tanah yang Lamanya ditentukan. 
 Dalam gadai tanah ini, pemilik tanah baru dapat menebus tanahnya kalau 
jangka waktu yang diperjanjikan dalam gadai tanah berakhir. Kalau jangka waktu 
tersebut sudah berakhir dan pemilik tanah tidak dapat menebus tanahnya, maka 
tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan wanprestasi sehingga pemegang gadai 
bisa menjual lelang tanah yang digadaikan tersebut. Apabila dalam batas waktu 
yang telah ditentukan, pemilik tanah tidak dapat menebusnya, maka pemegang 
gadai tidak dapat memaksa pemilik tanah untuk menebus tanahnya dan kalau 
pemegang gadai tetap memaksa menjual lelang tanah yang digadaikan tersebut, 
maka pemilik tanah dapat menggugat pemegang gadai kecuali pemilik tanah dapat 




f. Ciri –Ciri Hak Gadai (Gadai Tanah) 
 Menurut Boedi Harsono ciri-ciri gadai tanah adalah sebagai berikut : 
1) Gadai tanah jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu akan 
hapus. Gadai tanah berakhir jika dilakukan penebusan oleh yang 
menggadaikan. Penebusan kembali tanah yang digadaikan tergantung pada 
kemauan dan kemampuan pemiliknya, artinya ia tidak dapat dipaksa untuk 
menebusnya. Hak untuk menebus itu tidak hilang karena lampaunya waktu 
ataupun meninggalnya si pemilik tanah. Jika pemilik tanah meninggal 
dunia hak untuk menebus beralih kepada ahli warisnya. 
2) Gadai tanah tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai. Jika 
pemegang gadai meninggal dunia, maka hak tersebut berpindah kepada 
ahli warisnya. 
3) Gadai tanah dapat dibebani dengan hak-hak tanah yang lain. Pemegang 
gadai berwenang untuk menyewakan atau membagihasilkan tanahnya 
kepada pihak lain.  
4) Gadai tanah dengan persetujuan pemilik tanahnya dapat “dialihkan” 
kepada pihak ketiga, dalam arti bahwa hubungan gadai yang semula 
menjadi putus dan digantikan dengan hubungan gadai yang baru antara 
pemilik dan pihak ketiga itu (memindahkan gadai atau doorverpanden). 
5) Gadai tanah tidak menjadi hapus jika hak atas tanahnya dialihkan kepada 
pihak lain. 
6) Selama gadai tanahnya berlangsung maka atas persetujuan kedua belah 
pihak uang gadainya dapat ditambah (mendalami gadai). 




g. Hapusnya Gadai Tanah 
 Faktor-faktor penyebab hapusnya gadai tanah adalah sebagai berikut : 
1) Telah dilakukan penebusan oleh pemilik tanah (pemberi gadai); 
2) Tanahnya dicabut untuk kepentingan umum; 
3) Tanahnya musnah; 
4) Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pemegang gadai 
menjadi pemilik atas tanah yang digadaikan kerena pemilik tanah tidak 
dapat menebus dalam jangka waktu yang disepakati  oleh kedua belah 
pihak dalam gadai tanah; 
5) Hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atau lebih. 
C. Tinjauan Teori Efektifitas Hukum 
1. Unsur Sistem Hukum 
Para pakar comparative law (perbandingan hukum) termutakhir, tidak lagi 
hanya membedakan adanya dua sistem hukum di dunia, yang hanya dipandang 
berdasarkan “kacamata Barat”, yaitu Common law system (Anglo-American legal 
system) yang didominasi hukum tak tertulis dan precedent (putusan pengadilan 
terdahulu), dan kedua, civil law (Continental Europe Legal System), yang 
didominasi oleh hukum perundang-undangan, melainkan dewasa ini sudah 
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a. Civil Law, berlaku di Benua Eropa dan di negara-negara mantan 
jajahannya. 
b. Common Law, berlaku di Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara 
berbahasa Inggris (Commonwealth). 
c. Customary Law, di beberapa negara Afrika, Cina, dan India. 
d. Muslim Law, di negara-negara muslim, terutama di Timur Tengah  
e. Mixed System, di Indonesia salah satu, di mana berlaku sistem hukum 
Perundang-undangan, hukum Adat dan hukum Islam. 
Perlu diketahui bahwa pembahasan hukum dan sistem hukum, maka di 
dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen, Lawrence M. Friedman 
mengemukakan masing-masing komponen tersebut:
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a. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada 
beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para 
polisinya, kejaksaan dengan para jaksannya, pengadilan dengan para 
hakimnya dan lain-lain. 
b. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan 
asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk 
putusan pengadilan. 
c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan 
(keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara 
bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga 
masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan 
dengan hukum. 
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2. Ketaatan Hukum 
Jenis-jenis ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya 
dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh  H. C Kelman sebagai berikut : 
a. Compliance, yaitu an overt acceptance induced by expectation of 
rewards and an attempt to avoid possible punishment not by any 
conviction  in the desirability of the enforced rule. Power of the in  
fluencing agent  is based on „means-control‟ and as a consequence, the 
influenced person conforms only under surveillance. 
b. Identification, yaitu an acceptance of a rule not because of its intrinsic 
value and appeal but because of a person‟s desire to maintain 
membership in a group  or relationship with the agent. The source of 
power is the attractiveness of the relation which the person enjoy with 
the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent 
upon the salience of these relationships. 
c. Internalization, yaitu the acceptance by an individual of a rule or 
behavior because he finds its content intrinsically rewarding ...The 
content is congruent with a person‟s values either because it has been 
so from the start of the „influence‟, or because his values changed and 
adapted to inevitable.  
Pendapat H.C Kelman tersebut telah di formulasikan oleh Achmad Ali 
kedalam bahasa yang dapat mempermudah pemahaman mengenai konsep H.C 
Kelman tersebut, sebagai berikut:
34
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a. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu 
aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis 
ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus. 
b. Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain 
menjadi rusak. 
c. Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan, benar-benar karena ia merasa  bahwa aturan itu sesuai 
dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. 
Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang 
dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, 
misalnya hanya taat karena complianc, dan tidak karena Identification atau 
Internalization. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum, 
berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena 
aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga 




Jadi, dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak 
dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau 
perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling 
tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektifitasnya. Semakin warga 
masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya 
dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification saja, berarti kualitas 
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efektifitasnya masih rendah, sebaliknya semakin banyak yang ketaatannya 
internalization maka semakin tinggi kualitas efektifitas aturan hukum atau 
perundang-undangan itu. 
Jika mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi kataatan terhadap 
hukum secara umum, maka menurut Achmad Ali, yang juga beberapa dari faktor 
berikut diakui oleh C.G. Howard dan R.S. Mumners dalam Law: Its Nature and 
Limits antara lain: 
a. Relevansi atauran hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari 
orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh 
karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-
undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu 
memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang 
tersebut. 
b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum sehingga mudah 
dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan 
substansi aturan hukum itu harus dirancang dengan baik, jika 
aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami 
secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari 
penegak hukum yang akan menerapkannya. 
c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Tidak 
boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk 
yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh 
aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk 
atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan 
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suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak 
disosialisasikan secara optimal. 
d. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 
tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak 
hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai 
dari tahap pembuatan, sosialisasi, proses penegakan hukumnya yang 
mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, 
interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus 
kongkret. 
e. Berat ringanya sanksi yang diancamkan dalam aturam  hukum, harus 
proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 
f. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan 
sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat 
kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk 
tujuan lain. 
Sebaliknya, jika yang ingin dikaji adalah efektifitas aturan hukum tertentu, 
maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dari 
setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Akan berbeda faktor yang 
memengaruhi efektifitas larangan dan ancamam pidana untuk melakukan 
pembunuhan, dibandingkan faktor yang memengaruhi efektifitas atauran hukum 
yang mengatur tentang usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yang sah. 
 Jika yang akan dikaji adalah efektifitas perundang-undangan, maka dapat 
dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak 
tergantung pada beberapa faktor, antara lain: 
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a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkub perundang-undangan di 
dalam masyarakatnya. 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak 
boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), 
yang di istilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai Sweep Legislation 




Oleh karena itu, menurut pendapat Achmad Ali, pada umumnya, faktor 
yang banyak memengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan, adalah 
profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para 
penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri 
mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. 
Yang jelas bahwa seseorang menaati ketentuan perundang-undangan 
adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) oleh perundang-
undagan tersebut. 
3. Tujuan Hukum 
Dari sekian banyak pendapat yang ada mengenai tujuan hukum, apabila 
hendak di inventarisasi hanyalah terdapat dua teori, yaitu teori etis dan teori 
utilitas. Kedua teori ini merupakan landasan dari teori atau pendapat lainnya, dan 
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a. Teori Etis 
 Filsuf Aristoteles memperkenalkan teori etis dalam bukunya yang berjudul 
Rhetorica dan Ethica Nicomachea. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu 
semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini adalah ius suun cuique 
tribuere (slogan lengkapnya iustitia est constans et perpetua voluntas ius suun 
cuique tribuere) yang dapat diartikan “memberikan kepada setiap orang apa yang 
menjadi bagian atau haknya”. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan menjadi 
2 yaitu keadilan komutatif (keadilan yang memberikan kepada tiap orang menurut 
jasanya) dan keadilan distributif (keadilan yang memberikan jatah kepada setiap 
orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan). 
Disebut dengan teori etis karena isi hukum semata-mata harus ditentukan 
oleh kesadaran etis ketika mengenai mana yang adil dan mana yang tidak adil. 
Teori ini oleh L. J Van Apeldoorn dianggap berat sebelah karena terlalu 
mengagungkan keadilan yang pada akhirnya tidak akan mampu membuat 
peraturan umum. Sedangkan pertauran umum itu merupakan sarana untuk 
kepastian dan tata tertib hukum.
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b. Teori Utilitas 
Jeremy Bentham, seorang pakar hukum asal Inggris, mengemukakan 
bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai 
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dengan daya guna (efektif). Adagium yang terkenal adalah “The greatest 
happiness for the greatest number” (kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang 
terbanyak). Teori ini sangat mengagung-agungkan kepastian hukum dan 
memerlukan adanya peraturan yang berlaku umum, maka muncullah semboyan 
yuridis terkenal yang dikumandangkan oleh Ulpianus dalam Digesta “lex dura 
sed tament scripta” atau “lex dura sedita scripta” yang kalau di terjemahkan 
artinya “Undang-undang itu keras, akan tetapi memang sudah ditentukan 
demikian bunyinya.” 
Kedua teori diatas mengandung kelemahan yang sama, yaitu tidak 
seimbang atau berat sebelah. Akibat mengagungkan keadilan, maka teori etis 
mengabaikan kepastian hukum. apabila kepastian hukum terabaikan, maka 
ketertiban akan terganggu, padahal justru dengan ketertiban. Keadilan dapat 
terwujud dengan baik. Sebaliknya, karena terlalu mengagungkan kegunaan, teori 
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 Dalam upaya memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka cara-
cara yang digunakan untuk menghimpun data mengenai keadaan masyarakat, dan 
pelaksanaan gadai tanah antar masyarakat di Desa Tonasa Keacamatan Tombolo 
Pao Kabupaten Gowa berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di 
lakukan dengan beberapa metode. 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian. 
1. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field researrch) 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna untuk 
memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai pelaksanaan gadai tanah 
pertanian antar masyarakat Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 
Gowa berdasarkan Hukum Nasional. 
2. Lokasi Penelitian 
 Lokasi Penelitian tentang pelaksanaan gadai tanah menurut Undang-
undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao 
Kabupaten Gowa ini ditentukan secara segaja sesuai dengan judul yakni 
dilaksanakan di Kabupaten Gowa dalam hal ini di Desa Tonasa Kecamatan 
Tombolo Pao, pilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan 
bahwa di tempat tersebut gadai tanah merupakan bukan hal yang baru yang terjadi 
dalam masyarakat namun praktek gadai tanah sudah berlangsung sejak dahulu 
dikalangan masyarakat Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 
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serta adanya dugaan awal bahwa di Desa tersebut masih terjadi penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi dalam transaksi gadai tanah pertanian yang di 
sebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap 
hukum Nasional yang berlaku terkait dengan pelaksanaan transaksi gadai tanah 
pertanian, masyarakat cenderung melaksanakan transaksi gadai tanah pertanian 
berdasarkan kebiasaan-kebiasaan hukum Adat. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Adapun penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum dengan 
fokus kajian pendekatan yuridis dan sosiologis : 
1. Pendekatan Yuridis 
  Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan tanah dan pelaksanaan gadai tanah seperti dalam Undang-
Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 
56 prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. 
2. Pendekatan Sosiologis 
 Sedangkan secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada 
dilapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 
C. Populasi dan Sampel 
 Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 
objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan 
oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Sedangkan 
sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
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tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut 
prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Adapun populasi dan 
sampel dalam penelitian ini adalah : 
1. Populasi 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Tonasa 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yang terdiri dari 7 Dusun, baik yang 
pernah menjadi pemberi gadai dan penerima gadai serta seluruh pihak yang 
berkompeten dalam dalam penelitian ini. 
2. Sampel 
 Masyarakat Desa Tonasa adalah masyarakat yang bersifat homogen jadi 
sampel yang di tentukan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Tonasa 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, 2 orang kepala Dusun dan 11 orang 
Masyarakat Desa Tonasa serta pihak yang dianggap berkompeten dalam masalah 
gadai tanah pertanian ini, seperti tokoh-tokoh masyarakat yang terbagi ke dalam 4 
Dusun di Desa Tonasa. 
D. Jenis dan Sumber Data 
 Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal, dapat berupa sesuatu 
yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan.
1
 Sumber data merupakan 
tahapan dalam proses penelitian yang penting karena hanya dengan mendapatkan 
                                                             
 1 Misbahuddin dan Iqbal Hasan, Analisis data Penelitian Dengan Statistik. (Jakarta : 
Bumi Aksara, 2013), h. 21 
62 
 
data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti 
mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan.
2
 
 Adapun Jenis data dalam penelitian ini adalah : 
1. Data kualitatif adalah data yang digunakan untuk memperoleh gambaran 
umum Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
2. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh berupa angka-angka yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
 Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 
lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 
yang memerlukannya.
3
 Dalam penelitian ini data primer diperoleh di Desa 
Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Sumber data ini 
diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau 
menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang 
didapat langsung dari lokasi penelitian. 
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 
yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.
4
 Data ini 
biasanya diperoleh dari studi kepustakaan (library research) yaitu dengan 
menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku 
karya ilmiah, dan pendapat para ahli, serta sumber lain yang ada 
relevansinya dengan penelitian ini. 
                                                             
 2 Jonathan Sarwono, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS. (Yokyakarta : Andi 
Offset, 2006), h. 7  
 
3
 Misbahuddin dan Iqbal Hasan, Analisis data Penelitian Dengan Statistik. h. 21 
 4 Misbahuddin dan Iqbal Hasan, Analisis data Penelitian Dengan Statistik. h. 22 
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E. Metode Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa 
atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi penelitian.
5
 Untuk 
menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. 
Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Riset Kepustakaan 
 Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca berbagai buku 
literatur dan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan masalah yang 
akan di bahas dalam penelitian ini. 
2. Riset Lapangan 
 Pengumpuan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, 
seperti : 
a. Wawancara, adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya 
jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang 
mengetahui persoalan dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini 
penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait 
langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah para 
masyarakat, tokoh agama, tokoh mayarakat serta pihak lain yang 
berkompeten di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 
Gowa. 
                                                             
 5 Misbahuddin dan Iqbal Hasan, Analisis data Penelitian Dengan Statistik. h. 27 
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b. Observasi (pengamatan), adalah cara pengumpulan data dengan terjun 
dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti 
(populasi atau sampel). 
c. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui penyimpanan 
informasi dan perekaman hasil wawancara. 
F. Instrument Penelitian  
 Dalam melengkapi data penelitian yang akan digunakan dalam 
penyusunan skripsi ini, maka harus ada alat ukur sebagai penunjang dalam 
melakukan wawancara kepada informan atau sumber data. Alat ukur dalam 
penelitian dinamakan instrument penelitian. Adapun alat yang digunakan adalah 
sebagai berikut : 
1. Buku catatan dan pulpen, berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data. 
2. Handphone dengan fasilitas voice recorder, berfungsi untuk merekam 
semua pembicaraan. Penggunaan alat ini apabila ada kehendak dari 
informan, kerena mungkin saja informan ingin merahasiakan dirinya. 
3. Pedoman wawancara, berfungsi untuk mempermudah dalam memperoleh 
data dari informan dengan melakukan wawancara secara langsung. 
4. Laptop/komputer, berfungsi untuk merangkum seluruh data dari hasil 
penelitian dalam bentuk karya ilmiah setelah diadakan analisis data 
terlebih dahulu 
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 Apabila keseluruhan data sudah terkumpul, langkah yang diambil peneliti 
selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang sudah terkumpul itu. 
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1. Pengolahan Data 
 Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data 
dilapangan, sehingga siap pakai untuk di analisis. Dalam pengolahan data 
penelitian ini ada dua langkah yang harus dilakukan, yaitu : 
a. Editing  
 Merupakan kegiatan untuk meneliti kembali hasil data yang telah 
dikumpulkan pada penelitian sebelumnya berupa hasil rekaman dan catatan-
catatan. Editing meliputi membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti 
jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban 
yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka untuk lengkap dan 
sempurnanya jawabam responden, kesemuanya ini merupakan kegiatan editing. 
Editing adalah dalam lingkub upaya merapikan jawaban responden guna 




 Merupakan peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan 
sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya. Tahap ini merupakan 




                                                             
 6 Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum. (Bandung : Alfabeta, 2012), 
h. 140 
 7 Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum. h. 141 
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2. Analisis Data  
 Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengatauran 
transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah di 
kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-meteri tersebut dan 
untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain.
8
 
 Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui penelitian ini, baik 
melalui penelitian lapangan maupun penelitian pustaka, maka digunakan: 
a. Reduksi Data (Data Reduction) 
 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 
perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 
yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutanya dan mencarinya bila diperlukan. 
b. Penyajian Data (Data Display) 
 Setelah data reduksi maka langkah selanjutanya adalah mendisplay data. 
Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dan hubungan antar 
kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi yang sering digunakan dalam 
penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. 
c. Penarikan Kesimpulan (Congclusion Drawing/Verification) 
 Kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 
awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah 
                                                             
 
8
 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers 
2014), h. 85. 
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dan rumusan masalah masih besifat sementara dan akan berkembang setelah 
penelitian berada dilapangan. 
 Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 
Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatau objek yang sebelumnya masih 
remang-remang atau gelap dan setelah diteliti menjadi jelas berupa hubungan 
kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 
1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa 
a. Letak Geografis Kabupaten Gowa 
 Kabupaten Gowa berada pada 119.3773 Bujur Barat dan 120.0317 Bujur 
Timur, 5.0829342862 Lintang Utara dan 5.577305437 Lintang Selatan. 
Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Selawesi Selatan ini merupakan 
daerah otonom, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan 
Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, 
Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 




b. Wilayah Administrasi Kabupaten Gowa 
 Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 
desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 
3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten 
Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 
wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, 
Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu 
dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai 
                                                             
 
1
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, ”Letak Geografis Kabupaten Gowa”, Situs 
Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. https://gowakab.bps.go.id/html (19 mei 2017). 
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kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, 
Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak 
sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran 





Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administratif di Kabupaten Gowa 
Tahun 2009-2013 






















(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
010. Bontonompo 30,39 1,61 14 - 14 
011. Bontonompo     
Selatan 
29,24 1,55 9 - 9 
020. Bajeng 60,09 3,19 14 - 14 
021. Bajeng Barat 19,04 1,01 7 - 7 
030. Pallangga 48,24 2,56 16 - 16 
031. Barombong 20,67 1,10 7 - 7 
040. Sombaopu 28,09 1,49 14 - 14 
050. Bontomarannu 52,63 2,79 9 - 9 
051. Pattallassang 84,96 4,51 8 - 8 
                                                             
 2 Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, ”Letak Geografis Kabupaten Gowa”, Situs 
Resmi Badan Pusat Statisik Kabupaten Gowa. https://gowakab.bps.go.id/html (19 mei 2017). 
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060. Parangloe 221,26 11,75 7 - 7 
061. Manuju 91,90 4,88 7 - 7 
070. Tinggimoncong 142,87 7,59 7 - 7 
071. Tombolopao 251,82 13,37 9 - 9 
072. Parigi 132,76 7,05 5 - 5 
080. Bungaya 175,53 9,32 7 - 7 
081. Bontolempangan 142,46 7,56 8 - 8 
090. Tompobulu 132,54 7,04 8 - 8 









1.883,33 100.00 167 - 167 
 
2012 
1.883,33 100.00 167 - 167 
 
2011 
1.883,33 100,00 167 - 167 
 
2010 
1.883,33 100,00 167 - 167 
 
2009 
1.883,33 100,00 167 - 167 
Sumber : BPS Kabupaten Gowa 2009-2013 
2. Gambaran Umum Kecamatan Tombolo Pao 
a. Letak Geografis Kecamatan Tombolo Pao 
 Kecamatan Tombolo Pao memiliki luas wilayah sebesar 251,82 Km², 
dengan topografi yang berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai. 
Wilayah terluas berada di dataran tinggi (72,26 %) dan sisanya (27,74 %) berada 
di lembah. Daerah ini dilalui 10 sungai dimana Sungai Tanggara adalah sungai 
terpanjang yang ada di kecamatan ini dan Keuntungan alam ini menjadikan 
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Tombolo Pao kaya akan hasil pertanian hortikultura palawija dan tanaman 
perkebunan. 
  Desa yang memiliki luas wilayah paling luas yaitu Desa Erelembang yang 
berada di dataran tinggi, dengan luas 51,09 Km2 (20,29 % dari luas wilayah 
Kecamatan Tombolopao). Sedangkan desa yang luas wilayahnya paling kecil 
yaitu Kelurahan tamaona, dimana luasnya hanya 12,38 Km2 (4,92 %). Terletak 
pada koordinat antara 5°07’6” -  5°16’1” Lintang Selatan dan 12°38’6” -  
12°16’1”  Bujur Timur, Kecamatan Tombolopao mempunyai suhu udara antara 
18°C - 24°C pada dataran tinggi dengan curah hujan perbulan 237,75 mm. 
3
 
b. Wilayah Administrasi Kecamatan Tombolo Pao 
 Pemerintahan Kecamatan Tombolo Pao terdiri dari 8 desa dan 1 
kelurahan, antara lain Desa Kanreapia, Balassuka, Tabbinjai, Mamampang, 
Tonasa, Pao, Erelembang, Bolaromang dan Kelurahan Tamoana. Kelurahan 
Tamaona merupakan Ibukota kecamatan yang secara geografisnya berada di 
tengah diantara semua desa yang ada di Kecamatan Tombolopao. Sejak 
diberlakukannya otonomi daerah, Kecamatan Tombolopao telah mengalami 
beberapa kali pemekaran, baik Desa maupun desa/kelurahan.. 
  Pembagian daerah administrasi Kecamatan Tombolo Pao tersaji dalam 




                                                             
 3 Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Statistik Daerah Kecamatan Tombolopao 2016, 




Desa dan Pembagian Daerah Administrasi  






















































































Sumber : Kecamatan dalam Angka, 2016 
Selanjutnya perbatasan wilayah administrasi Kecamatan Tombolo Pao 





 Kecamatan Tombolo Pao 
Batas-batas wilayah: 
Utara  : Kabupaten Bone 
Timur  : Kabupaten Maros 
Selatan : Kecamatan Tinggimoncong 
Barat  : Kabupaten Sinjai 
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c. Pertanian  
 Sebagian besar lahan pertanian di Kecamatan Tombolo Pao ditanami Padi. 
Pada tahun 2015 luas panen tanaman padi sawah adalah 4.674 ha, jagung 140 ha, 
dan ubi jalar 15 Ha Lahan tanaman padi adalah lahan yang terluas diantara 
tanaman palawija dan perkebunan yang umumnya dua musim tanam yaitu musim 
tanam Januari - April dan September - Desember. Pada Tahun 2015 produksi padi 
sebanyak 23.425 ton sedangkan Tanaman Jagung Kuning berproduksi sebanyak 
801 ton dan Ubi jalar dengan produksi 739 ton, Jika dibandingkang tahun lalu 
mengalami penurunan produksi. Selain tanaman padi dan palawija, tanaman 
perkebunan, hortikultura (sayuran) juga banyak diusahakan oleh masyarakat 
Kecamatan Tombolopao. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten 
Gowa, jenis tanaman yang diusahakan adalah Kopi, kakao, cengkeh, Kentang, 




Produksi Tanaman Hortikultura 

































                                                             
 4 Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Statistik Daerah Kecamatan Tombolopao 2016. 



































Sumber : Kabupaten Gowa dalam Angka. 
3. Gambaran Umum Desa Tonasa 
a. Letak Geografis Desa Tonasa 
Desa Tonasa merupakan salah satu desa dari 9 (sembilan) Desa/Kelurahan 
dalam wilayah Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Secara geografis 
Desa Tonasa terletak antara 5
o 
11 30   LS – 5o 14 30   LS dan 119o 54   30   BT – 119o 
58 0   BT dengan luas wilayah ± 2. 125,65 ha atau ± 21,25 km2. 
Dari luas wilayah 2. 125, 65 ha (21, 25 km
2
) terbagi atas kurang lebih 20% 
berupa pemukiman, 30% berupa lahan kehutanan dan 48% untuk lahan pertanian, 
serta 2% berupa lahan budidaya perikanan dan peruntukan lainnya. Sebagaimana 
umumnya wilayah tropis, Desa Tonasa mengalami musim kemarau dan musim 
penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih 
besar dari pada musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih 
hijau dengan vegetasi serta relatif dekat dengan wilayah hutan. 
Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten dapat ditempuh melalui 
perjalanan darat sejauh kurang labih 94 km. Kondisi prasarana jalan poros desa 
yang masih berupa jalan kontruksi Hotmix dengan kondisi rusak parah 
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mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai 
kurang lebih 3-4 jam. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan 
yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 2 km. Kondisi ruas 
jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan aspal dengan kondisi rusak parah. 
Desa Tonasa merupakan wilayah paling potensial untuk usaha pertanian 
sayuran hortikultura yaitu jenis sayuran dataran tinggi seperti kentang, tomat, 
kubis, wortel, dan berbagai jenis sayuran lainnya serta peternakan sapi dan 
budidaya ikan air tawar. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta sistem 
pengairan yang baik. Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi 
sumber daya alam tersebut diatas diwujudkan dengan menetapkan wilayah Desa 
Tonasa sebagai bagian kawasan pengembangan sayuran dataran tinggi.
5
 
b. Wilayah Administrasi Desa Tonasa  




1) Sebelah Utara : Kelurahan Tamaona dan Desa Erelembang 
2) Sebelah Timur : Desa Mamampang dan Desa Kanreapia 
3) Sebelah Selatan : Desa Kanreapia dan Kelurahan Pattapang 
4) Sebelah Barat : Desa Erelembang dan Kelurahan Tamaona 
Wilayah Desa Tonasa dibagi menjadi 7 (tujuh) dusun dan setiap dusun 




                                                             
 
5
 Desa Tonasa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 
2016-2021  (Gowa:  Desa Tonasa, 2016), h. 6. 
 6 Desa Tonasa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 















































































Sumber : RPJM Desa Tonasa Tahun 2016-2021 
c. Keadaan Sosial 
Adanya fasilitas endidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat 
tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal 
mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan, agama, kebudayaan, adat istiadat, 
dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk 
Desa Tonasa tersaji dalam tabel berikut: 
                                                                                                                                                        
 7 Desa Tonasa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 

















1.  Tingkat Pendidikan  
   
 a. Belum Sekolah 591 Jiwa  
 b. SD/Sederajat 1283 Jiwa  
 c. SMP/Sederajat 373 Jiwa  
 d. SMA/Sederajat 307 Jiwa  





   
 a. Islam  4822 Jiwa  
 b. Kristen Katolik 0 Jiwa  
 c. Kristen Protentan 53 Jiwa  
 d. Hindu  0 Jiwa  
 e. Budha  0 Jiwa  
 f. Kongfuchu  0 Jiwa  
Sumber: Data/Profil Desa Tonasa 2015 
d. Keadaan Ekonomi 
wilayah Desa Tonasa memiliki kekayaan potensi sumber daya alam yang 
cukup potensial untuk dikembangkan. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf 
perekonomian dan pendapatan masyarakat disamping memberikan peluang 
kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal. Tabel 




















Tingkat Kesejah teraan Sosial 
   
  Keluarga Prasejahtera 68 KK  
  Keluarga Prasejahtera 1 72 KK  
  Keluarga Prasejahtera 2 74 KK  
  Keluarga Prasejahtera 3 76 KK  












   
  Belum Bekerja 509 Orang  
  Buruh Harian Lepas 7 Orang  
  Buruh Tani 10 Orang  
  Dokter Swasta 1 Orang  
  Guru Swasta 41 Orang  
  Ibu Rumah Tangga 1103 Orang  
  Karyawan Honorer 10 Orang  
  Karyawan Perusahaan Swasta 78 Orang  
  Montir 3 Orang  
  Nelayan 1 Orang  
  Pedangan Barang Kelontong 27 Orang  
  Pedagang Keliling 25 Orang  
  Pegawai Negeri Sipil 23 Orang  
  Pelajar 1475 Orang  
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  Pelaut 1 Orang  
  Pembantu Rumah Tangga 26 Orang  
  Pemuka Agama 1 Orang  
  Pengusaha Kecil, Menengah dan 
Besar 
3 Orang  
  Perangkat Desa 4 Orang  
  Perawat Swasta 3 Orang  
  Petani 1105 Orang  
  Purnawirawan/Pensiunan 7 Orang  
  Sopir  31 Orang  
  Tidak mempunyai pekerjaan tetap 230 Orang  
  TNI 2 Orang  
  Tukang Batu 27 Orang  
  Tukang Jahit 6 Orang  
  Tukang Kayu 1 Orang  
  Tukang Kue 1 Orang  








Sumber: Profil Desa Tonasa, RPJM-Desa Tonasa Tahun 2016-2021. 
4. Responden Penelitian 
Responden penelitian atau subjek penelitian adalah orang yang menjawab 
pertanyaan dalam kepentingan penelitian sehingga dapat dikatakan bahwa 
responden penelitian adalah sumber informasi/data dalam penelitian. Adapun 
responden dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat Desa Tonasa 
yang berjumlah kurang lebih 14 orang yang terbagi kedalam 4 dusun di Desa 
Tonasa, penentuan jumlah responden adalah didasarkan pada sifat homogen 


































































































































































Sumber : Wawancara penelitian 20 April 2017- 08 Mei 2017 
B. Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo 
Pao Kabupaten Gowa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 
1960. 
1. Aturan Hukum Tentang Sistem Gadai Tanah Pertanian di Desa 
Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
Jenis transaksi yang sering di lakukan oleh masyarakat Desa Tonasa 
salah satunya merupakan transaksi atas tanah pertanian di antaranya adalah gadai 
tanah pertanian. pelaksanaan gadai masih sering di lakukan oleh masyarakat 
khususnya gadai sawah oleh masayarakat petani. Masyarakat di Desa Tonasa 
menyebut gadai sawah dengan sebutan  pasanra Galung adalah merupakan 
transaksi gadai tanah pertanian yang di gunakan untuk bercocok tanam padi atau 
sayuran sebagai jaminan atas pinjaman uang dan tanah pertanian itu di 
manfaatkan oleh penerima gadai. Pada umumnya orang yang menerima gadai di 
sebut Tau Nyanrai dan orang yang memberikan/pemberi gadai di sebut Tau 
Pasanra. 
Gadai tanah pertanian merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering 
terjadi karena pemilik tanah mendapatkan masalah ekonomi yang mendesak maka 
untuk mengatasi permasalahannya adalah dengan cara menggadaikan tanah 
pertanaian yang dimilikinya. Praktek gadai tanah pertanian oleh kalangan 
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masyarakat petani dipilih karena kemudahan-kemudahan dan prosesnya cepat 
untuk mendapatkan uang pinjaman. 
Gadai tanah pertanian mempunyai dasar hukum yang berlaku, dasar 
hukum gadai tanah pertanian terlihat pada produk hukum seperti yang terangkum 
dalam ketentuan hukum Nasional. Dasar aturan gadai tanah berasal dari Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan  Dasar Pokok Agraria yang 
selanjutnya di sebut Undang-Undang Pokok Agraria, dimana Undang-Undang 
Pokok Agraria telah mengelompokkan gadai kedalam hak-hak yang sifatnya 
sementara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 16 ayat (1) huruf h.
 8
 
Selanjutnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 53 ketentuan 
mengenai macam-macam hak atas tanah yang sifatnya sementara di sebutkan 
dalam pasal 53 ayat (1) yang menjelaskan bahwa hak gadai atas tanah pertanian 
merupakan hak atas tanah yang sifatnya sementara dimana dalam hak gadai tanah 
pertanian terdapat sifat-sifat yang bertentangan dengan Undang-Undang yang 
mana hak tersebut akan diusahakan untuk dihapuskan dalam waktu yang singkat.
 9
 
Ketentuan hak-hak atas tanah ini diatur dalam Undang-Undang Pokok 
Agraria dan di berikan sifat yang sementara, yang diusahakan akan di hapus di 
karenakan mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan dengan jiwa 
Undang-Undang Pokok Agraria. Kenyataannya sampai saat ini tidak dapat di 
                                                             
 8 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum 
Tanah (Cet.XIX; Jakarta : Djambatan, 2008), h. 10 








Dalam upaya untuk menghapus sifat pemerasan dalam transaksi gadai 
tanah pertanian sekaligus, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah di karenakan 
gadai tanah pertanian tersebut sudah berakar dalam kehidupan masyarakat 
khususnya di pedesaan. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi sifat pemerasan 
dengan jalan membuat ketentuan tentang cara-cara penebusan uang gadai. Hal ini 
dilakukan dalam rangka penertiban dan melindungi golongan masyarakat 
ekonomi lemah dalam hal ini adalah pemberi gadai. 
Untuk membatasi sifat-sifat pemerasan hak gadai tanah pertanian,  maka 
diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp (Perpu) Tahun 1960 
Tentang Penepatapan Luas Tanah Pertanian, yang selanjutnya disebutkan dalam 
pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) mengenai aturan tentang batasan waktu dan cara 
penebusan dalam gadai tanah pertanian.
 11
 
Dalam pasal 7 ayat (1) di tegaskan bahwa menguasai tanah pertanian 
dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung  7 
tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu 
sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan tidak ada hak untuk 
menuntut pembayaran uang gadai. Atas dasar ketentuan ini, jika hak gadai tanah 
pertanian yang sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, maka tanah harus 
dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa uang tebusan dalam waktu sebulan 
setelah tanaman yang ada di panen. Hal ini di asumsikan bahwa pemegang gadai 
                                                             
 
10




 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum 
Tanah, h. 489. 
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yang menggarap tanah pertanian selama 7 tahun atau lebih, maka hasilnya akan 
melebihi uang gadai yang ia berikan kepada pemilik tanah pertanian. 
Maka agar ketentuan-ketentuan peraturan ini dapat berjalan dan 
dilaksanakan sebagaimana mestinya diadakan sanksi-sanksi pidana seperlunya 
sesuai dengan pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 
Prp Tahun 1960: 
(1) Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.- huruf b barang siapa tidak 
melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 3, 6 dan 7 (1). 
(2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.12 
Dalam pasal 7 ayat (2) di tegaskan bahwa mengenai hak gadai tanah 
pertanian yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, 
maka pemilik tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah 
tanaman yang ada selesai di panen, dengan membayar uang tebusan yang 
besarnya di hitung menurut rumus:  
(    ⁄ )                             
 
                    
Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai tanah pertanian itu 
telah berlangsung 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah 
tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanamam 
yang ada selesai di panen. Ketentuan pasal 7 tersebut, secara yuridis formal telah 
membatalkan sistem gadai tanah pertanian yang telah berjalan di tengah-tengah 
masyarakat yang masih memakai hukum adat. Namun kenyataannya pelaksanaan 
gadai menurut sistem hukum adat tetap saja beralaku di Desa Tonasa. 
                                                             
 12 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum 
Tanah, h. 491. 
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2. Efektifitas Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa 
Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama 
harus dapat mengukur sejauhmana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. 
Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang 
menjadi sasaran ketaatannya, dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang 
bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan 
yang ditaati itu efektif, tetapi tetap masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat 




Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu aturan hukum atau 




a. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya. 
b. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang 
bersifat compliance atau identification. Dengan kata lain, walaupun 
sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau 
perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektifitas aturan 
atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan. 
Selanjutnya untuk dapat mengetahui sejauhmana efektifitas Undang-
Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao 
                                                             
 13 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Cet. I; Jakarta: 
Kencana 2009),  h. 375 
 14 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), h. 379 
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Kabupaten Gowa, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah mengukur 
sejauhmana Undang-Undang tersebut ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakat. 
jika Undang-Undang tersebut di taati oleh sebagian besar atau bahkan seluruh 
masyarakat yang merupakan sasaran dari Undang-Undang tersebut adalah tentu 
saja dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Selanjutnya 
untuk mengetahui kapan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di katakan 
tidak efektif keberlakuannya adalah jika sebagian besar atau bahkan seluruh 
masyarakat tidak menaati Undang-Undang tersebut. 
Maka untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 
1960 di Desa Tonasa dapat di ketahui Berdasarkan hasil penelitian terhadap 
seluruh subjek penelitian. Di Desa Tonasa transaksi gadai tanah pertanian yang 
dilakukan oleh masyarakat Desa Tonasa belum sesuai dengan ketentuan yang 
terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penatapan 
Luas Tanah Pertanian, hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya batasan waktu 
membuat gadai tanah pertanian di Desa Tonasa dapat berlangsung 7 tahun atau 
bahkan melampuinya serta penebusan uang gadai masih berdasarkan 
adat/kebiasaan masyarakat dimana pemilik tanah harus menebus kembali 
tanahnya sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam walaupun dari hasil 
keuntungan yang diperoleh penerima gadai selama beberapa tahun dari tanah 
tersebut jauh lebih besar dari utang pokok pemilik tanah. 
Dari wawancara dengan pihak pemberi gadai menyatakan bahwa gadai 
tanah pertanian yang dilakukannya di Desa Tonasa adalah: 
Menurut ibu Bia, 60 Tahun, petani, pemberi gadai cara penebusan dalam 
transaksi gadai tanah yang ia lakukan yaitu: 
Wattu itu kugadaikan sawahku kepada sepupu dua kaliku 20 juta rupiah, ka 
itu anakku mau beli mobil jadi kubantui anakku beli mobil itu lagi mobil 
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anu dicicil kodong, kugadaikan 20 juta sama sepupu dua kaliku, jadi 
kapang-kapang ada uangku  20 juta untuk tebus tanaku baru kembali lagi ke 
saya itu saya punya tanah, sebanarnya sepupuku biang jangammi ada 
perjanjian kapang-kapang ada uangku 20 juta baru na kembalikan tanah itu 
kepada saya, pernai juga ituyya kugadaikan tanahku tujuh tahun karena 




Waktu itu saya gadaikan sawahku kepada sepupu dua kali saya sebasar 20 
juta rupiah, untuk membantu anak saya membeli mobil (kredit), Saya 
gadaikan 20 juta sama sepupu dua kali saya, jadi nanti ada uangku  20 juta 
untuk menebus sawahku baru kembali lagi tanah saya itu, sebanarnya 
sepupuku mengatakan tidak usah ada perjanjian kapan-kapan ada uang saya 
20 juta baru dia akan mengembalikan tanah itu kembali, saya juga pernah 
menggadaikan tanah saya itu selama tujuh tahun karena nanti ada uang 
tebusan baru di kembalikan tanah saya. 
 Menurut Responden Bapak Campasau, 63 Tahun, petani, selaku penerima 
gadai, bahwa aturan gadai tanah pertanian di Desa Tonasa menurutnya adalah 
tanah pertanian yang telah digadaikan itu tidak akan di kembalikan sebelum 
adanya penebusan yang senilai dengan uang yang dipinjam pemilik tanah 
sekalipun itu telah 7 tahun atau lebih. Menurutnya tanah pertanian akan tetap 
diambil hasilnya selama penerima gadai masih memiliki hak gadai. .
16
 Selain itu 
aturan lain yang berkembang di kalangan masyarakat adalah tanah tersebut bisa di 
tebus jika telah di garap oleh penerima gadai minimal 1 sampai 2 kali masa panen. 
Hal demikian juga dibenarkan oleh Ibu Haryati, 31 tahun, petani selaku 
penerima gadai cara penebusan gadai yang dilakukannya di Desa Tonasa 
menurutnya adalah jika uang tebusan seluruhnya telah di kembalikan kepada 
penerima gadai maka tanah pertanian milik pemberi gadai juga akan 
dikembalikannya jika pemilik tanah tidak menebus tanahnya maka tanah tersebut 
akan tetap ada dalam penguasaan penerima gadai sekalipun telah melebihi 7 tahun 
responden juga membenarkan bahwa responden mengusasai tanah pertanian yang 
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 Bia (60 Tahun), Masyarakat Pemberi Gadai, Wawancara, Gowa, 30 April 2017. 
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di gadaikan kepadanya yang telah melebihi 7 tahun  yang sampai sampai sekarang 
belum ditebus oleh pemiliknya.
 17
 
Sedangkan menurut penjelasan Bapak Anwar Jama, 41 Tahun, Kepala 
Desa Tonasa atauran dalam transaksi gadai tanah pertanian di Desa Tonasa 
adalah: 
Kalau aturannya yang terpenting kedua belah pihak telah mencapai 
kesepakatan, kemudian tanah yang akan di gadaikan tersebut tidak dalam 
keadaan sengketa, kemudian dibuatkan surat keterangan gadai yang di 
ketahui oleh aparat pemerintah mulai dari ketua RW, RT, kepala dusun dan 
kepala desa, serta tanah akan di kembalikan kepada pemiliknya jika telah 




Dari wawancara dengan pemberi gadai dan penerima gadai, gadai tanah 
pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 pasal 7 
ayat (1), (2) dan (3) bahwa jika gadai tanah pertanian telah berlangsung tujuh 
tahun atau lebih maka penerima gadai wajib mengembalikan tanah tersebut 
kepada pemilik tanah sebulan setelah tanaman selesai dipanen dengan tidak ada 
hak untuk menuntut uang tebusan. Hal ini tentunya bertentangan dengan cara 
penebusan gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tonasa 
serta tidak adanya batasan waktu, artinya ada transaksi gadai tanah pertanian yang 
dilakukan lebih dari tujuh tahun yang belum dikembalikan kepada pemilik 
tanahnya. 
Cara penebusan yang dilakukan masyarakat Desa Tonasa dalam transaksi 
gadai tanah pertanian yang waktu gadainya kurang dari tujuh tahun harus 
mengembalikan  uang gadai/tebusan seluruhnya kepada penerima gadai. Hal ini 
tentunya bertentangan dengan dengan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 
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1960 pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa mengenai hak gadai yang 
berlangsung kurang dari 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak memintanya 
kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan 
membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus dalam pasal 7 
ayat (2). 
Jadi ketentuan mengenai batasan waktu 7 tahun dan cara penebusan gadai 
tanah pertanian menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang 
Penetapan Luas Tanah Pertanian pada pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) tidak 
diterapkan dalam transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan di Desa Tonasa 
Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Sehingga dapat digaris bawahi bahwa 
pelaksanaan gadai tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp 
Tahun 1960 di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao tidak efektif. 
3. Praktek Gadai Tanah Pertanian di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo 
Pao Kabupaten Gowa. 
Gadai tanah pertanian diberikan untuk menjamin suatu pelunasan utang, 
sehingga gadai tanah pertanian mempunyai hubungan hukum antara seseorang 
dengan tanah milik orang lain yang telah menerima utang atau pinjaman uang 
yang disebut uang gadai. Tanah tersebut di kuasai oleh penerima gadai selama 
uang gadai belum dikembalikan. Selama itu hak atas tanah menjadi hak pemerima 
gadai selama memilki hak gadai. Penebusan adalah kata yang lazim di sebut 
dalam pengembalian uang gadai, penebusan tergantung pada kemauan dan 
kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan sehingga banyak gadai tanah 
pertanian yang berlangsung selama bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun 
karena pemilik tanah belum mampu untuk melakukan penebusan. 
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Gadai tanah pertanian pada masyarakat Desa Tonasa adalah menjaminkan 
tanah pertanian atas pinjaman uang yang diterimanya dari penerima gadai 
sehingga penerima gadai berhak untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari 
tanah pertanian yang telah digadaikan tersebut selama pemilik tanah belum 
mampu melunasi utangnya. 
a. Defenisi Gadai Tanah Pertanian di Desa Tonasa Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
 Gadai tanah pertanian merupakan penyerahan tanah pertanian milik 
seseorang kepada orang lain untuk sementara waktu sebagai jaminan atas 
pinjaman uang dari penerima gadai yang di terimanya secara tunai dengan 
ketentun bahwa pemilik tanah baru memperoleh tanahnya kembali apabila telah 
melakukan penebusan. Sistem gadai tanah pertanian yang di lakukan oleh 
masyarakat Desa Tonasa, biasanya di sebut oleh kalangan masyarakat setempat 
dengan sebutan Pasanra atau Nyanrai. Umumnya kata Pasanra ataupun Nyanrai 
memiliki makna yang berbeda yaitu kata Pasanra berarti penyerahan tanah 
pertanian milik seseorang kepada orang lain sebagai jaminan atau agunan 
terhadap sejumlah uang yang diterima sebagi utang sedangkan kata Nyanrai 
memiliki arti penerimaan tanah pertanian milik seseorang yang diserahkan kepada 
penerima gadai sebagai jaminan terhadap pinjaman uang yang telah di berikannya 
kepada pemilik tanah dimana tanah akan akan di kembalikan kepada pemiliknya 
setelah adanya penebusan. 
 Transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Tonasa 
pada umumnya dilakukan untuk tanah pertanian yang produktif untuk menanam 
tanamam holtikultura. Hal tersebut dapat dilihat dari keseharian masyarakat Desa 
Tonasa yang banyak menanam sayuran dalam setiap usaha pertaniannya. Gadai 
92 
 
tanah pertanian yang di lakukan masyarakat dapat berakhir ketika tanah gadai 
tersebut musnah karena bencana alam, alih fungsi lahan untuk kepentingan umum 
atau putusan pengadilan serta gadai tanah pertanian telah berlangsung 7 tahun atau 
lebih. Namum berakhirnya gadai tanah pertanian seperti demikian belum pernah 
terjadi di Desa Tonasa. Berakhirnya gadai tanah pertanian di Desa Tonasa 
lazimnya terjadi karena penebusan oleh pemilik tanah atau pemberi gadai. Apabila 
dalam penebusan tanah tersebut masih terdapat tanaman yang sudah siap panen, 
maka penerima gadai terlebih dahulu memanen tanaman tersebut. 
 Masyarakat Desa Tonasa dalam menebus tanah pertanian yang di gadaikan 
adalah sama dengan sejumlah uang yang dikeluarkan atau didapatkan dari gadai 
tanah pertanian tersebut sebagai utang. Meskipun penebusan dilakukan sebelum 7 
tahun jumlah uang yang dikembalikan atau untuk penebusan pun sama dengan 
yang diterima dari penerima gadai sebagai pinjaman uang.  
b. Hubungan Antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai 
Transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Tonasa 
pada umumnya dilakukan kepada keluarga sendiri, tanah yang dimiliki biasanya 
diserahkan kepada keluarga sendiri untuk di jadikan barang gadai hal tersebut 
dimaksudkan agar saling membantu sesama keluarga karena keluarga pada 
dasarnya akan tahu keadan ekonomi dari keluarganya yang lain seperti yang di 
kemukakan oleh ibu Mida, 40 tahun, petani pemberi gadai: 
Gadai kepada keluarga alasanna Karna itu kalau kita keluarga  karna saling 
membantu jaki toh begitu, itu kalau orang lain kodong ka tidak natauki 
bilang kita orang susah kalau keluarga ka naliakki bilang oh ini orang susah 
memang jari itumi dikasiki anu.
 19
 
Gadai kepada keluarga alasannya karena jika menggadai kepada keluarga 
karena saling membantu begitu, kalau orang lain kan tidak mengetahui 
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keadaan ekonomi saya, kalau keluarga kan mengetahui keadaan ekonomi 
saya jadi itu alasan kaluarga memberikan pinjaman. 
Hal serupa juga di kemukakan oleh bapak Campasau, (63 tahun), petani 
penerima gadai: 
Yaa...Kebiasaan di sini biasa kepada keluarga, kalau tidak ada keluarga 
biasa ke tetangga, itu kan kalau tetangga masih termasuk keluarga, biasa 
saudara dulu kita tanya ada uangmu kalau tidak, baru kita keluar kepada 
tetangga atau keluarga bagian terdekat siapa saja yang ada uangnya. Bebas 




Kebiasaan masyarakat Desa Tonasa, gadai tanah pertanian umumnya di 
berikan kepada keluarga terlebih dahulu, karena didasari rasa ingin saling 
membantu sesama keluarga, jika memang keluarga tidak mampu untuk 
memberikan pinjaman uang kemudian gadai tanah pertanian ditawarkan kepada 
tetangga atau orang lain yang sanggup untuk memberikan pinjaman uang, tetapi 
sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tonasa bahwa dalam pelaksanaan 
transaksi gadai tanah pertanian diutamakan dilakukan kepada keluarga sendiri. 
Alasan masyarakat menggadaikan tanah pertaniannya kepada keluarga 
adalah karena dinilai memberikan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman uang  
untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tanpa harus menjual lepas tanah 
pertaniannya dan menjadi alternatif mendapatkan pinjaman uang selain di bank 
atau lembaga keuangan lainnya, alasan lain adalah karena prosedurnya yang rumit 
jika harus meminjam uang di lembaga pengadaian juga menjadi alasan 
masyarakat lebih milih untuk menggadaikan tanah pertaniannya kepada keluarga 
atau kepada tetangga. 
Oleh bapak Campasau juga menuturkan bahwa menggadaikan tanah 
pertanian kepada keluarga dinilai lebih efektif dan lebih mudah dibanding harus 
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meminjam uang kepada lembaga keuangan seperti bank BRI, karena pembayaran 
angsuran beserta bunganya serta prosedur yang rumit dianggap susah oleh 
masyarakat. oleh karena itu masyarakat lebih memilih untuk menggadaikan 
tanahnya. Hal serupa juga di benarkan oleh bapak Ishak, ibu Harlina, ibu Hartati, 
dan ibu Wahida mereka menggadaikan tanah pertaniannya kepada keluarganya 
sendiri yang dianggap lebih mudah dan efektif dalam mendapatkan pinjaman uang 
untuk mengatasi kebutuhan yang mendesak. 
Dari wawancara dengan subjek penelitian dapat di ketahui bahwa transaksi 
gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh penerima gadai dan pemilik tanah atau 
pemberi gadai di Desa Tonasa kebanyakan dilakukan kepada keluarga sendiri. 
c. Perjanjian Gadai Tanah Pertanian di Desa Tonasa Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
Perjanjian adalah merupakan persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat 
oleh dua pihak atau lebih
21
 dalam suatu hubungan. pada pasal 1313 KUHPerdata 
mengatur mengenai perjanjian yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 
atau lebih”. Dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Tonasa  
ditentukan pula perjanjian dalam gadai tanah pertanian. 
Seperti yang dikemukakan oleh bapak Anwar Jama selaku Kepala Desa 
Tonasa mengenai perjanjian gadai tanah pertanian di Desa Tonasa bahwa secara 
umum perjanjian gadai di Desa Tonasa itu adalah jika tanah pertanian telah di 
                                                             
 21 Lembaga Bahasa Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I; Difa Publisher 
2016), h. 360. 
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gadaikan maka hak pengelolaan saja yang beralih kepihak penerima gadai, 
kemudian tanah pertanian dapat kembali kepada pemiliknya setelah ditebus.
22
 
Menurut bapak Ishak (29 tahun) dan bapak Ismail (27 tahun)  mereka 
adalah petani yang pernah melakukan transaksi gadai tanah pertanian dan 
bertindak sebagai pemberi gadai mereka menuturkan bahwa di dalam gadai tanah 
pertanian yang mereka lakukan menggunakan perjanjian, perjanjian terebut adalah 
penentuan waktu penebusan yang mereka akan lakukan misalnya perjanjiannya 
dalam jangka waktu 2 tanun lamanya pihak pemberi gadai akan menebus tanah 
yang digadaikan tersebut dengan jumlah uang tebusan harus sesuai dengan yang 
di terima sabagai uang gadai atau yang dipinjam. 
Ketentuan waktu yang ditentukan pemilik tanah tersebut adalah cara yang 
digunakan untuk mengukur kapan kira-kira pemilik tanah mampu untuk 
mengembalikan uang pinjaman, sehingga dalam gadai tanah pertanian di Desa 
Tonasa terdapat pemilik tanah yang menggunakan penentuan waktu untuk 
penebusan. 
Hal senada juga diutarakan oleh bapak Campasau, 63 Tahun, petani, 
selaku penerima gadai terkait dengan perjanjian gadai tanah pertanian yang 
dilakukannya adalah: 
Sering juga dibikin perjanjian, kalo misalnya orang minta, saya bisa kasi 
uang tapi saya kerja lima tahun berturut-turut ada juga tidak, kapan ada 
uangnya di tebus, jadi transaksi untuk anu nda adaji saya kira hanya itu 
bikin surat keterangan saja, kapan ada uangnya bisa ditebus. 
Tidak boleh di kerjakan sebelum dia tebus, artinya kasi kembali uangnya. 
begitu. Selama belum kasi kembali uang orang terus kerja.
23
 
Dalam gadai tanah  selalu ada perjanjian, kalau misalkan orang minta 
pinjaman uang orang tersebut juga harus menyerahkan tanah sawah untuk di 
garap selama 5 tahun berturut-turut ada juga tidak, saat pemilik tanah sudah 
                                                             
 22 Anwar  Jama (41 Tahun), Kepala Desa Tonasa, Wawancara, Gowa, 08 Mei 2017 
 
23
 Campasau (63 Tahun) Masyarakat Penerima Gadai, Wawancara, Gowa 30 April 2017 
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ada uang maka boleh di tebus. Jadi transaksi untuk gadai hanya di buatkan 
surat keterangan saja, saat pemilik tanah sudah ada uang maka boleh di 
tebus 
Tanah sawah tidak akan di kembalikan sebelum di tebus, artinya harus 
dikembalikan uangnya (tebusan).  Selama belum di tebus penerima gadai 
akan terus menggarap tanah sawah tersebut. 
Dari beberapa pernyataan responden tersebut dapat di ketahui bahwa 
perjanjian gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tonasa adalah penentuan 
waktu penebusan dalam gadai, penebusan tanah pertanian yang digadaikan 
tersebut telah ditentukan waktu penebusannya. Namun tanah pertanian akan tetap 
di garap di kuasai oleh penerima gadai selama belum ada penebusan dari pemilik 
tanahnya walaupun waktu yang telah di perjanjikan telah jatuh tempo, akan tetapi 
pemberi gadai dapat kembali meminta tambahan waktu kepada penerima gadai  
sampai pemberi gadai mampu untuk menebus tanah pertaniannya kembali secara 
utuh sesuai dengan apa yang dipinjamnya. seperti yang di kemukakan oleh 
responden lain yaitu Bapak Safir Dg. Lawa selaku Kepala Dusun Langkowa Desa 
Tonasa yaitu : 
Kan ada perjanjiannya jadi kalo misalkan sudah ada perjanjiannya na 
sampaimi waktuna itu, ka biasa kebetulan pada saat perjanjian bilang sekian 
tahun na  kebetulan tidak ada uangna sipemilik yang menggadai ini  yang 
menggadai bisa berhubungan langsung dengan penggadai bilang bisa 
ditambah karena pada saat ini belum ada uang yang saya mau tebus, biasa 
begitu. 
Kan ada perjanjiannya jadi kalau misalkan sudah ada perjanjiannya dan saat 
sampai waktunya itu yang diperjanjikan, karena terkadang pada saat waktu 
yang disepakati misalkan sekian tahun dan kebetulan saat itu si pemberi 
gadai tidak memiliki uang untuk menebus, pemberi gadai boleh 
berhubungan dengan penerima gadai untuk meminta tambahan waktu 
karena pada saat itu pemberi gadai tidak memiliki uang untuk menebus.
24
 
Hal yang sama juga di kemukakan oleh Bapak Najo Enre (47 tahun), 
Kepala Dusun Balangbuki Desa Tonasa: 
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 Safir Dg Lawa Kepala Dusun Langkowa, Wawancara, Gowa, 29 April 2017. 
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Umpama saya menggadaikan saya punya sawah, saya sepakat kalau 2 tahun 




Tanah yang digadaikan akan tetap di garap oleh penerima gadai selama 
pemilik tanah belum membayar uang tebusan senilai dengan yang dipinjam 
walaupun telah jatuh tempo waktu yang telah disepakati sehingga hasil tanah 
pertanian tersebut akan tetap di nikmati oleh penerima gadai selama penerima 
gadai masih mempunyai hak gadai. Berakhirnya hak gadai tanah sawah pertanian 
menurut pelaksanaannya di Desa Tonasa adalah hanya dapat berakhir ketika 
pemberi gadai telah menebus tanahnya.  
dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada dua bentuk perjanjian yang 
dilakukan masyarakat Desa Tonasa yaitu: 
1) Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Tanpa Ada Ketentuan Waktu. 
Perjanjian tanpa ketetapan waktu ini mengandung pengertian bahwa 
penerima gadai dapat menguasai tanah tersebut sampai pemilik tanah dapat 
menebus kembali tanahnya. Konsep Gadai tanah pertanian yang ada di Desa 
Tonasa adalah gadai tanah pertanian dapat tetap berlangsung meskipun telah 
melebihi waktu tujuh tahun. Apabila gadai tanah pertanian tidak ditentukan 
waktunya dan gadai tanah tersebut sudah berlangsung tujuh tahun namun pemilik 
tanah harus tetatp menebus tanah tersebut. Jika pemilik tanah belum dapat 




                                                             
 25 Najo Enre (47 tahun) Kepala Dusun Balangbuki, Wawancara, Gowa, 30 April 2017. 
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2) Perjanjian Gadai Tanah Pertanian dengan Ketentuan Waktu Tertentu. 
Perjanjian ini menggunakan ketentuan waktu minimal, artinya sebelum 
ketentuan waktu yang ditentukan pemilik tanah belum boleh menebus. Jika tidak 
ada ketentuan waktu penebusan, penerima gadai khawatir dirinya belum mendapat 
hasil dari tanah pertanian tersebut tettapi gadai akan segera ditebus. Apabila telah 
jatuh tempo waktu yang telah disepakati tetapi pemilik tanah belum dapat 
menebus maka gadai akan tetap berlanjut sampai ada penebusan dari pemilik 
tanah. 
Dari dua bentuk perjanjian tersebut perbedaannya hanya pada ketentuan 
penebusannya, jika pada perjanjian tanpa ada ketentuan waktu tidak ada ketentuan 
waktu penebusan, namun dengan perjanjian dengan mengunakan ketentuan waktu 
ada ketentuan waktu minimal tanah tersebut belum dapat ditebus. Kedua 
perjanjian tersebut sama-sama merugikan pihak pemberi gadai tanah karena 
maksimal penebusan tidak ditentukan, gadai bisa berlangsung sampai kapan saja. 
d. Penetapan Uang Gadai Tanah Pertanian 
 Dari hasil wawancara terhadap subjek penelitian dapat diketahui bahwa 
penetapan harga atau penetapan uang gadai dalam transaksi gadai tanah pertanian 
di Desa Tonasa ditentukan oleh pemilik tanah hal tersebut di dasarkan pada 
pertimbangan bahwa pemilik tanahlah yang mebutuhkan uang sehingga pemilik 
tanah juga yang harus menentukan uang gadainya. Namun dalam memperoleh 
kesepakatan dalam penetapan harga gadai terkadang terjadi tawar menawar antara 
pemilik tanah dan penerima gadai. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak 
Ebenhar (45 tahun) selaku pemberi gadai: 
Biasa yang menggadaikan dulu anu toh, disitu terjadi tawar menawar biasa 
yang menggadaikan sawahnya itu duluan anu patok harga toh bilang sekian 
begitu, jadi yang  mau pegang itu sawah itu biasa tawar menawar disitu 
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biasa juga langsung kalau dilihat luas tanhnya wah bisa ini tidak ada tawar 
menawar lagi langsung jadi. Biasa begitu.
26
 
Hal demikian juga di kemukakan oleh Ibu Bia (60 Tahun) selaku pemberi 
gadai bahwa gadai tanah pertanian yang dilakukannya adalah responden 
menawarkan tanah pertaniannya kepada keluarganya untuk digadaikan dengan 
memimjam uang sebesar Rp. 20.000.000.00.- karena menurut penuturan 
responden saat itu sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 20.000.000.00.- untuk 
membantu anaknya untuk membeli mobil.
27
 
Hal tersebut diatas juga dibenarkan oleh seluruh subjek penelitian bahwa 
penetapan uang gadai dalam transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Tonasa ditentukan oleh pemilik tanah. 
e. Alasan Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tonasa 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
Hubungan tanah dengan manusia sangat erat kaitannya karena tanah 
merupakan tempat tinggal, berketurunan, mencari nafkah hingga mati. Begitu 
berharganya nilai tanah di mata manusia, maka wajar bila manusia akan 
cenderung mempertahankan tanahnya dan bahkan menguasai lebih banyak tanah. 
Tanah dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber 
daya alam yang utama yang berfungsi sangat strategis dalam memenuhi 
kebutuhan rakyat misalnya tanah untuk bertani. Tanah pertanian merupakan 
modal utama bagi seorang petani. Namun dalam pelaksanaannya penguasaan atas 
tanah terkadang menyimpang dari peraturan-peraturan, utamanya dalam 
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 Ebenhar (45 tahun) Masyarakat Pemberi Gadai, Wawancara, Gowa, 30 April 2017. 
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penguasaan tanah-tanah pertanian pada masyarakat pedesaan khususnya dalam 
penguasaan tanah pertanian dengan hak gadai. 
Pada dasarnya manusia terkadang akan di hadapkan pada keadaan yang 
mendesak seperti mengalami kesulitan atau hambatan-hambatan dalam memenuhi 
setiap kebutuhannya dalam kehidupan, oleh karena itu manusia senantiasa 
membutuhkan uluran tangan dari orang lain artinya bantuan selalu dibutuhkan 
untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada. Menggadaikan tanah pertanian 
kepada orang lain menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah dalam 
keadaan mendesak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tonasa. 
Penyebab masyarakat dalam menggadaikan tanah sawahnya ada 
bemacam-macam alasan. Di Desa Tonasa sendiri malah sangat sering  terjadi 
transaksi gadai tanah pertanian yang disebabkan jika ada kebutuhan mendesak dan 
memerlukan biaya segera maka salah satu jalan yang dianggap paling mudah dan 
efektif oleh masyarakat adalah menggadaikan tanah pertanian yang dimiliki.
28
 
Kebutuhan mendesak yang biasanya terjadi adalah seperti masalah ingin 
mengadakan pesta perkawinan, dan menyekolahkan anak serta untuk membeli 
kendaraan berupa mobil seperti yang di kemukakan oleh Bapak Safir dg Lawa 
selaku Kepala Dusun Langkowa, di Desa Tonasa penyebab masyarakat 
menggadaikan tanah pertaniannya adalah: 
Karna biasa kekurangan biaya kalau anaknya mau sekolah atau ada 
keperluan lain yang sangat mendesak misalnya mau mengadakan pesta ada 
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Alasan lain menggadaikan tanah pertanian menurut Ibu Hartati dan Bapak 
Ishak adalah membutuhakan biaya untuk merenovasi rumah dan tambahan modal 
usaha. Sedangkan alasan menerima gadai menurut Ibu Bia, Ibu Wahida, Ibu 
Hartati dan Bapak Ismail adalah untuk membantu dan menolong mereka yang 
membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan. 
Dari hasil penelitian terhadap seluruh subjek penelitian penulis dapat 
menyimpulkan faktor-faktor masyarakat Desa Tonasa dalam melakukan transaksi 
gadai tanah pertanian adalah sebagai berikut: 
1) Faktor Budaya Masyarakat Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 
Gowa. 
Gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tonasa 
adalah suatu bentuk transaksi yang telah membudaya dalam kehidupan 
masyarakat karena masyarakat di Desa Tonasa sejak zaman dahulu sampai 
sekarang sudah terbiasa melakukan gadai tanah sawah/pertanian yang dilakukan 
berulang-ulang, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi 
kebiasaan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, maka sudah 
menjadi hal yang wajar dalam keperluan mendesak seseorang menggadaikan 
tanah pertanian yang dimilikinya. 
Seperti yang dikemukakan oleh bapak Najo Enre (47 tahun) Kepala Dusun 
Balangbuki  Desa Tonasa bahwa transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan 
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Hal tersebut juga dikemukakan oleh bapak Safir Dg Lawa selaku Kepala 
Dusun Langkowa Desa Tonasa bahwa sepengetahuan beliau transaksi gadai tanah 
pertanian di Desa Tonasa sudah berlangsung sejak dahulu. 
31
 
2) Faktor Rasa Tolong Menolong Antar Masyarakat Desa Tonasa Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
Berangkat dari rasa tolong menolong maka penerima gadai memberikan 
pinjaman uang kepada pemberi gadai. Karena sebagai rasa terima kasih serta 
untuk meyakinkan penerima gadai bahwa pemilik tanah/pemberi gadai akan 
mengembalikan pinjaman uang tersebut maka pemilik tanah/pemberi gadai 
memberikan dan merelakan tanah pertanian yang dimilikinya diberikan kepada 
penerima gadai sebagai jaminan atas utang yang boleh untuk diambil manfaatnya 
oleh penerima gadai untuk sementara waktu sampai pemilik tanah/pemberi gadai 
dapat menebusnya kembali. 
Seperti yang dikemukakan oleh bapak Jamaluddin (41 tahun) masyarakat 
Desa Tonasa alasan menerima gadai adalah karena untuk membantu saudara yang 
sedang membutuhkan uang namun pemilik tanah menunjuk dan menyerahkan 
tanah pertaniannya sebagai jaminan utang.
32
 
Hal senada juga di kemukakan oleh bapak Muh. Iqbal. S (32 tahun) 
masyarakat Desa Tonasa: 
Penyebabnya yaitu untuk bisa menggarap tanah sawah/pertanian tersebut 
agar memperoleh hasil. Selain itu tentunya untuk menolong orang yang 
ingin menggadaikan tanah sawahnya tersebut karena sudah pasti penggadai 
sangat butuh akan uang.
33
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 Jamaluddin (41 tahun) Masyarakat Desa Tonasa, Wawancara, Gowa, 06 Mei 2017. 
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 Muh. Iqbal. S (32 tahun) masyarakat Desa Tonasa, Wawancara, Gowa,  Mei 2017. 
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3) Faktor Lingkungan Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
 Letak geografis Desa Tonasa yang terletak pada daerah yang banyak 
terdapat hamparan sawah/ladang pertanian yang subur, hal tersebut menjadikan 
masyarakat Desa Tonasa banyak yang bekerja sebagai petani hal tersebut juga 
menjadi alasan bagi masyarakat dalam keadaan mendesak yang membutuhkan 
biaya segera maka menggadaikan tanah pertanian yang di milikinya kepada orang 
lain adalah cara yang masyarakat Desa Tonasa lakukan untuk megatasinya serta 
hal tersebut dapat pula menjadi peluang bagi penerima gadai dalam memperoleh 
keuntungan dari tanah yang digadaikan. 
4) Faktor Kebutuhan Masyarakat Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao 
Kabupaten Gowa. 
Untuk mengatasi persoalan masyarakat yang mendesak yang memerlukan 
biaya segera maka cara terbaik dan efektif yang dilakukan masyarakat Desa 
Tonasa adalah dengan menggadaikan tanah pertanian yang mereka miliki. 
Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Jamaluddin (41 tahun) masyarakat 
Desa Tonasa bahwa alasan kebutuhan mendesak masyarakat Desa Tonasa untuk 
menggadaikan tanah petanian yang mereka miliki adalah keperluan mendesak 
untuk biaya kuliah anak dan untuk mengadakan pesta perkawinan.
34
 
f. Unsur-Unsur Pemerasan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tonasa 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
Masyarakat Desa Tonasa yang cenderung sebagai masyarakat tradisional 
sehingga dalam kehidupan bermasyarakat muncul sikap solidaritas, rasa nyaman 
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dan saling percaya. Rasa solidaritas dan saling percaya tersebutlah yang 
menjadikan dasar pada setiap aktivitas dalam lingkungannya termasuk juga dalam 
hal gadai tanah pertanian. Hampir seluruh subjek penelitian yang meliputi 
pemberi dan penerima gadai, melaksanakan gadai tanah pertanian dengan dasar 
kepercayaan, kekeluargaan dan saling tolong menolong. Masyarakat Desa Tonasa 
selama ini beranggapan bahwa gadai tanah pertanian yang mereka lakukan adalah 
atas dasar tolong menolong namun bila dikaji lebih mendalam pada dasarnya 
gadai tanah pertanian yang mereka lakukan adalah mengandung unsur-unsur 
pemerasan yang merugikan pihak pemberi gadai atau pemilik tanah. 
Dari hasil penelitian penulis menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerasan 
yang terkandung dalam transaksi gadai tanah pertanian di Desa Tonasa 
Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa adalah karena selama pemilik tanah 
tidak dapat menebus tanahnya, maka tanah tersebut akan tetap dikuasai oleh 
penerima gadai serta akan tetap memperoleh hasil dari tanah tersebut sehingga 
terkadang beberapa tahun saja keuntungan yang diperoleh penerima gadai dari 
tanah pertanian yang digadaikan tersebut sudah cukup atau bahkan telah melebihi 
dari utang pokok pemilik tanah atau pemberi gadai. Hal inilah kiranya yang 
menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 
untuk memberikan sifat yang sementara terhadap hak gadai tanah pertanian serta 
ketentuan penebusan yang ditentukan menurut rumus untuk melindungi pemilik 
tanah dari unsur-unsur pemerasan yang terkandung dalam transaksi gadai tanah 
pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tonasa. 
Menurut Effendi Perangin, gadai tanah pertanian mengandung unsur 
eksploitasi, karena hasil yang diterima penerima gadai dari tanah yang 
105 
 
bersangkutan pada umumnya jauh lebih besar dari pada apa yang merupakan 
bunga yang layak dari uang gadai yang diterima pemilik tanah.
35
 
Sedangkan menurut A.P Parlindungan, setelah menguasai tanah sawah 
selama 7 tahun itu si penerima gadai (pemegang gadai) sudah cukup mengecap 
hasil dari tanah sawah itu sehingga telah memperoleh kembali uang gadai yang 
telah dikeluarkan. 
Sifat pemerasan pada hak gadai tanah pertanian di Desa Tonasa adalah: 
1) Lamanya gadai tidak terbatas. Artinya walaupun gadai tanah pertanian 
telah berlangsung 7 tahun atau lebih tanah pertanian yang digadaikan 
tersebut tidak akan dikembalikan sebelum ada penebusan dengan 
sejumlah uang yang senilai dengan uang gadai yang diterima pemilik 
tanah. Sehingga Beberapa tahun saja tanah itu dikuasai oleh penerima 
gadai dan memperoleh hasil dari tanah pertanian tersebut hasil yang 
diperoleh sudah cukup atau bahkan melebihi utang pokok pemberi 
gadai. Dalam gadai tanah pertanian biasanya hanya ditentukan waktu 
untuk menebus tetapi jika dalam waktu tersebut pemilik tanah tidak 
dapat menebus tanahnya maka tanah pertanian tersebut tetap dikuasai 
penerima gadai sampai ada tebusan 
2) Penebusan gadai harus sama dengan uang gadai. Penebusan gadai 
tanah pertanian telah di tentukan menurut rumus di dalam Undang-
Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 sehingga penebusan yang 
dikehendaki oleh UU tersebut adalah seperti contoh berikut: 
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A menggadaikan tanahnya kepada B sebesar Rp.5.000.000.00.- 
kemudian 4 tahun setelah transaksi gadai tanah pertanian tersebut A 
akan menebus tanahnya kembali maka uang tebusan A adalah: 
(    ⁄ )           
 
                              
Jadi, dari contoh diatas maka dapat diketahui bahwa uang gadai yang 
yang harus dikembalikan oleh pemilik tanah adalah Rp. 2.500.000.00.- 
dari uang gadai yang diterima sebesar Rp. 5.000.000.00.- masa gadai 
adalah 4 tahun. Hal yang menjadi pertimbangan dari contoh tersebut 
adalah bahwa selama 4 tahun penerima gadai telah memperoleh 
keuntungan dari tanah tesebut yang sudah mampu menutupi uang 
gadai atau uang pinjaman pemilik tanah. 
C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa 
Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa berdasarkan Undang-
Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. 
Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa gadai tanah pertanian 
memiliki aturan hukum, sehingga dari hasil penelitian penulis dapat 
menyimpulkan bahwa gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat 
Desa Tonasa tidak sesuai dengan ketentuan dari undang-undang yang berlaku. 
Berdasar pada hasil penelitian bahwa semua subjek penelitian melaksanakan gadai 
tanah pertanian yang menyimpang. Penyimpangan tersebut dapat terlihat pada 
pelaksanaan gadai tanah pertanian tanpa ada batasan waktu, yang dimaksud 
dengan tanpa ada batas waktu adalah pemilik tanah menyerahkan tanah gadai 
kepada penerima gadai untuk dikelola sampai pemilik tanah  mampu menebus 
kembali tanah tersebut (waktu yang tidak ditentukan). Perjanjian gadai yang 
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seperti demikian sangat rentan terhadap pelanggaran waktu berlangsungnya gadai 
yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yaitu tujuh 
tahun. Hal tersebut dikarenakan meskipun gadai telah berlangsung selama tujuh 
tahun tetapi pihak pemberi gadai belum dapat menebus tanah tersebut, maka tanah 
masih dikuasai oleh pihak penerima gadai.  
 Selain mengenai berlangsungnya gadai tanah pertanian tanpa adanya 
batasan waktu, pelanggaran gadai tanah pertanian juga terlihat pada penebusan 
gadai tanah pertanian dimana jumlah uang tebusan harus sama dengan jumlah 
uang gadai. Pada pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Tonasa, jumlah 
penebusan yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi gadai kepada penerima 
gadai jumlahnya sama persis dengan jumlah uang gadai, baik untuk gadai yang di 
tentukan waktunya ataupun tidak di tentukan waktunya. Hal tersebut dibenarkan 
oleh semua subjek penelitian bahwa jumlah uang gadai yang diberikan haruslah 
sama dengan jumlah uang penebusan, baik untuk gadai yang berlangsung kurang 
dari tujuh tahun ataupun lebih dari tujuh tahun. 
Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan gadai 
tanah pertanian di Desa Tonasa terdapat hal yang menyimpang dari ketentuan 
hukum nasional yang berlaku atau dengan kata lain  transaksi gadai tanah 
pertanian yang terjadi di Desa Tonasa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) 
UU No. 56 Prp Tahun 1960 tidak efektif hal tersebut tidak serta-merta terjadi 
dengan sedirinya, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor. Hal-hal tersebut 




1. Belum Ada Sosialisasi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960  yang 
Mengatur Mengenai Masalah Gadai Tanah Pertanian di Desa Tonasa 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dari Pihak Berwenang. 
 Pemberian sosialisasi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang 
mengatur mengenai gadai tanah pertanian merupakan tugas dari berbagai pihak 
seperti dari pihak kepala Desa, instansi pertanahan, pihak akademisi seperti dari 
perguruan tinggi, serta pejabat lain yang berwenang. Dengan adanya sosialisasi 
masyarakat akan terbantu untuk mendapatkan informasi mengenai ketentuan 
gadai tanah pertanian. 
 Masyarakat Desa Tonasa pada umumnya tidak mengetahui ketentuan 
gadai tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 
yang berlaku, masyarakat hanya mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian 
sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan berulang-ulang. Hal 
tersebut terlihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semua subjek 
penelitian baik pemberi ataupun penerima gadai tanah pertanian tidak mengetahui 
sama sekali mengenai undang-undang yang mengatur mengenai masalah gadai 
tanah pertanian. 
 Di Desa Tonasa sejauh ini tidak pernah ada sosialisasi yang terkait 
mengenai Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Kepala Desa Tonasa 
menyebutkan bahwa tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat Desa Tonasa 
terkait dengan ketentuan gadai tanah pertanian dari pihak manapun.
36
 Hal tersebut 
juga dibenarkan oleh seluruh subjek penelitian bahwa di Desa Tonasa memang 
belum pernah ada sosialisasi terkait aturan gadai tanah pertanian khususnya 
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. 
                                                             
 36 Anwar Jama (41 tahun) Kepala Desa Tonasa, Wawancara, Gowa, 08 Mei 2017. 
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 Subyek penelitian menjelaskan bahwa selama ini di Desa Tonasa belum 
pernah diadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 
baik  itu dari pihak kepala Desa atau dari instansi pemerintah yang berwenang. 
Tidak adanya sosialisasi mengenai ketentuan gadai tanah pertanian menjadikan 
masyarakat Desa Tonasa tidak mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian 
berdasarkan Undang-undang. Sebenarnya dengan dilakukannya sosialisasi 
masyarakat akan terbantu untuk mengetahui ketentuan dari gadai tanah pertanian 
tersebut. 
2. Kultur Masyarakat Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 
Gowa yang Menganggap Ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp 
Tahun 1960 Tidak Sesuai dengan Kebiasaan-kebiasaan yang Terdapat di 
Lingkungannya. 
Dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian masyarakat Desa Tonasa 
cenderung terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi kebiasaan 
dalam lingkungannya. Kebiasaan yang dimaksud oleh masyarakat Desa Tonasa 
adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang di ikuti dan diterima 
oleh masyarakat secara terbuka bukan kebiasaan yang disertai dengan keyakinan 
akan kewajiban hukum dan adanya sanksi terhadap pelanggaran kewajiban hukum 
tersebut. Hal tersebut menjadikan masyarakat tidak tahu akan diberlakukannya 
Hukum Nasional yang mengatur masalah gadai tanah pertanian seperti Undang-
Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang penetapan luas tanah pertanain. 
Masyarakat Desa Tonasa Menganggap Bahwa Ketentuan pasal 7 Undang-
Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang 
ada dilingkungan masyarakat, masyarakat menilai bahwa ketentuan tersebut 
menimbulkan kerugian bagi penerima gadai, hal tersebut timbul karena tidak 
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disadarinya maksud dan tujuan dari ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 
Prp Tahun 1960, bila dikaji sebenarnya ketentuan tersebut adalah untuk 
mengurangi unsur-unsur pemerasan yang terkandung dalam transaksi gadai tanah 
pertanian. 
Kurangnya pemahaman masyarakata Desa Tonasa terhadap maksud dan 
tujuan dari ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 adalah 
karena pada umumnya masyarakat tradisional mempunyai keterbatasan akses 
untuk memperoleh segala informasi, termasuk juga informasi mengenai ketentuan 
aturan hukum nasional. demikian juga dialami oleh masyarakat Desa Tonasa, 
karena secara umum msyarakat Desa Tonasa cenderung merupakan masyarakat 
tradisional. Rata-rata subyek penelitian yang berkedudukan sebagai pemberi gadai 
tanah pertanian sedang menghadapi kesulitan ekonomi, sehingga tidak terbersit 
dalam pikiran mereka untuk mencari dan menambah informasi atau pengetahuan, 
terutama yang berkaitan tentang hukum lebih lagi  hukum yang berkenaan dengan 
masalah gadai tanah pertanian. Mereka cenderung berpikir untuk mencari banyak 
uang untuk dapat menebus kembali tanah pertaniannya yang telah di gadaikan. 
Begitu juga dengan penerima gadai umumnya mereka pun sama dengan pihak 
pemberi gadai. Penerima gadai tanah pertanian tidak berpikir untuk membuka 
wawasan hukum, namun lebih berpikir dan berusaha untuk menggarap tanah 
gadai tersebut secara optimal agar mendapatkan hasil yang banyak dari gadai 
tanah pertanian tersebut. 
Oleh karena itu, rendahnya pengetahuan hukum menyebabkan kesadaran  
hukum tersebut juga rendah. Sejalan dengan rendahnya pengetahuan hukum 
masyarakat Desa Tonasa dapat diartikan kesadaran hukum masyarakat Desa 
Tonasa juga cenderung rendah. 
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Rendahnya kesadaran hukum masyarakat  di Desa Tonasa dapat dilihat 
dari hasil wawancara terhadap semua masyarakat subyek penelitian yang tidak 
setuju dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. 
Umumnya masyarakat tidak mau terikat terhadap pasal 7 Undang-Undang Nomor 
56 Prp Tahun 1960. Tidak mau terikatnya masyarakat Desa Tonasa terhadap 
ktentuan Undang-undang yang mengatur mengenai gadai tanah pertanian erat 
keitannya dengan tidak disadarinya tujuan dari Undang-undang tersebut. Pada 
dasarnya ketentuan tersebut menjamin hak-hak pemberi gadai agar tidak 
dirugikan, namun kenyataan yang ada di Desa Tonasa selama ini pihak pemberi 
gadai tidak merasa  dirugikan. Dari kurangnya kesadaran hukum tersebut 
menjadikan masyarakat Desa Tonasa melaksanakan gadai tanah pertanian tidak 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang 
berlaku. 
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Tonasa dalam pelaksanaan 
gadai tanah pertanian terbukti dari penguasaan tanah pertanian yang digadaikan 
kepada penerima gadai sekalipun telah lebih dari 7 tahun serta penebusan gadai 
tanah pertanian oleh pemberi gadai atau pemilik tanah yang tidak sesuai dengan 
rumus dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. 
Selain itu rendahnya pengetahuan hukum masyarakat juga dapat dilihat 
pada sejumlah pertanyaan wawancara yang menyangkut aturan hukum yang 
diberlakukan  dalam transaksi gadai tanah pertanian. Pertanyaan tersebut tidak 
dapat di jawab subjek penelitian dengan benar. Sebagai gambaran pertanyaan 
mengenai aturan hukum yang diberlakukan  dalam transaksi gadai tanah pertanian 
terdapat subyek penelitian yang menjawab bahwa aturan  hukum yang berlaku 
dalam gadai tanah pertanian adalah menggunakan traktor (mesin pembajak sawah) 
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untuk menggarap tanah yang akan di tanami padi serta menggunakan cangkul 
untuk menggarap tanah yang akan digunakan untuk menanam sayuran, serta 
terdapat sejumlah subyek penelitian yang tidak mengetahui apa itu gadai. Dari 
pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai hukum gadai 
tanah pertanian masih rendah. 
Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat Desa Tonasa juga tercermin 
dari rendahnya tingkat pendidikan subyek penelitian, kebanyakan subyek 
penelitian hanya berstatus  pendidikan lulusan  SD, SMP dan sebagian lain SMA, 
sehingga pengetahuan mereka mengenai hukum atau peraturan gadai tanah 
pertanian masih sangat rendah. 
Hal tersebut dapat dilihat jelas dari pernyataan subjek penelitian, semua 
subjek penelitian disela-sela jawaban atas pertanyaan mengenai keberlakuan     
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur tentang batasan waktu 
dan cara penebusan gadai tanah pertanian, menyatakan bahwa mereka sama sekali 
tidak tahu tentang Undang-Undang tersebut sehubungan dengan penyimpangan 
gadai tanah pertanian pada ketetapan waktu 7 tahun dan jumlah penebusan gadai 
tanah pertanian yang mereka lakukan. 
 Bapak Ebenhar (45 tahun) mengemukakan bahwa masyarakat 
menganggap hanya orang-orang tertentu saja yang tahu tentang aturan itu seperti 
halnya kepala Desa.
37
 Dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa seluruh 
subjek penelitian mengakui bahwa mereka baru mendengar untuk pertama kalinya 
bahwa ada Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur tentang 
batasan waktu serta aturan penebusan dalam transaksi gadai tanah pertanian dari 
penelitian tersebut. Seluruh subjek penelitian mengemukakan bahwa mereka tidak 
                                                             
 
37
 Ebenhar (45 tahun) Masyarakat Pemberi Gadai, Wawancara, Gowa, 30 April 2017. 
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tahu sama sekali tentang keberlakuan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 
1960, mereka mengatakan bahwa mereka baru mendengar tentang adanya aturan 
seperti itu. 
Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Desa Tonasa bahwa aparat 
pemerintah desa pun belum mengetahui tentang adanya Undang-Undang Nomor 
56 Prp Tahun 1960 yang mengatur tentang gadai tanah pertanian khususnya 
dalam batasan waktu 7 tahun dan cara penebusan gadai tanah pertanian.
38
 
Sehingga dapat di garis bawahi bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap 
keberlakuan Hukum Nasional yang mengatur tentang gadai tanah pertanian 
menjadi alasan dari tidak efektifnya pelaksanaan gadai tanah pertanian yang diatur 
dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tidak efektif di Desa 
Tonasa. 
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Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan judul  
penelitian ini yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Dari hasil penelitian dapat ditarik suatau kesimpulan bahwa gadai tanah 
pertanian pada masyarakat Desa Toanasa kecamatan Tombolo Pao 
Kabupaten Gowa tidak sejalan dengan gadai tanah pertanian yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Hal tersebut dapat 
dibuktikan dari transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Tonasa belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di 
dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 
1960 Tentang Penatapan Luas Tanah Pertanian, tidak adanya batasan 
waktu membuat gadai tanah pertanian di Desa Tonasa dapat berlangsung 7 
tahun atau bahkan melampuinya serta cara penebusan uang gadai masih 
berdasarkan adat/kebiasaan masyarakat dimana pemilik tanah harus 
menebus kembali tanahnya sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam 
walaupun dari hasil keuntungan yang diperoleh penerima gadai selama 
beberapa tahun dari tanah tersebut jauh lebih besar dari utang pokok 
pemilik tanah. 
2. Dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa 
Tonasa terdapat hal yang menyimpang dari ketentuan hukum nasional 
yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa transaksi gadai tanah 
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pertanian menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Tonasa tidak efektif hal tersebut tidak 
serta merta terjadi dengan sendirinya namun di sebabkan oleh beberapa 
faktor yang menghambat pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa 
Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa berdasarkan pasal 7  
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tidak 
efektif adalah sebagai berikut: 
a. Belum ada sosialisasi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 
yang mengatur mengenai masalah gadai tanah pertanian di Desa 
Tonasa dari pihak berwenang. 
b. Kultur masyarakat Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 
Gowa yang menganggap ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp 
Tahun 1960 tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang terdapat 
dilingkungannya. 
B. Implikasi 
Adapun implikasi yang penulis dapat uraikan terkait dengan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Sosialisasi dari pihak berwenang terkait Undang-Undang Nomor 56 Prp 
Tahun 1960 perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman hukum 
kepada masyarakat khususnya dalam masalah gadai tanah. Disamping itu 
diharapkan kepada pemerintah dan semua pihak yang berwenang baik dari 
pihak pemerintah Desa, ataupun instansi pertanahan  agar dapat 
memberikan akses kepada seluruh masyarakat khususnya para pemberi 
dan penerima gadai tanah pertanian untuk dapat memberikan pemahaman 
terkait dengan peraturan yang mengatur masalah gadai tanah pertanian 
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terutama ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 
untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga 
masyarakat akan terbantu untuk mengetahui ketentuan dari gadai tanah 
pertanian utamanya dalam batasan waktu 7 tahun dan cara penebusan 
gadai tanah pertanian. Sehingga dengan diadakannya sosialisasi kepada 
masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, 
masyarakat akan terbantu untuk mengetahui tentang aturan-aturan hukum 
nasional yang mengatur masalah gadai tanah pertanian yang mereka sering 
lakukan. Disamping itu diharapkan kepada masyarakat untuk dapat 
melaksanakan gadai tanah pertanian sesuai dengan apa yang telah diatur 
dalam ketentuan hukum nasional yang mengatur tentang masalah gadai 
sebagaimana yang telah diatur untuk mengurangi sifat pemerasan yang 
terkandung didalamnya khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 56 
Prp Tahun 1960 sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik 
sesuai dengan aturan yang berlaku dan masing-masing pihak tidak ada 
yang dirugikan. 
2. Mengingat Perguruan Tinggi adalah merupakan tempat untuk memperoleh 
ilmu pengetahuan, ilmu akhlak dan merupakan tempat untuk melatih 
kepekaan sosial maka disamping itu peran Perguruan Tinggi adalah 
mampu menjadi sarana dalam percepatan penanganan masalah yang terjadi 
didalam masyarakat sebagaimana halnya Tri Dharma Perguruan Tinggi 
yaitu pengabdian kepada masyarakat. Seperti dalam masalah-masalah 
hukum, perguruan tinggi dapat berperan aktif khususnya para akademisi 
hukum atau sarjana hukum dalam menekan atau meminimalisir 
pelanggaran-pelanggaran atau penyimangan-penyimpangan. Hal yang 
perlu dilakukan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk 
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mengetahui aturan-aturan hukum seperti mengadakan penyuluhan atau 
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